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BUPATI PINRANG 
PROVINS! SULI.WESI SEU.TAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR /,!, TAHUN 2023 

TENTANG 

PERATURAN PELI.KSANAAN ATAS PERATtJRAN DAERAH KABUPATEN 
PINRANO NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENOARUSUTAMAAN 

GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN 

DENGAN RAHMAT'ruHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang: bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (21, Pasal 8 ayat 
(4), Pa.sa.l 10 ayat (2), Pa.sal 17 ayat (7) dan Pa.sal 26 ayat {3) 
Peraturan Daerah Ka.bupaten Pinra.ng Nomor 10 Tahun 2020 
tentang Penge.rusutamaan Gender dan Pemberdayaan 
Perempuan dalam Pembangunan, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Atae 
Peraturan Daerah Ka.bupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2020 
tentang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 
Perempuan dalam Pembangunan; 

Mengingat: I. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang 
Pengel!lahan Konvemri Mengenai Hak-hak Politik Wanita 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
lndoneeia Nomor 1653); 

2. Undang-Undang Nomor 29. Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang 
Pengel!lahan Konvcnsi !LO Mengenai Diskriminasi Dalam 
Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lemba.ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3836); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hale Asasi 
Manusia (Lemba.ran Negara Republik lndonesw. Tahun 
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 38861; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomorl 
95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419); 
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembe.ngunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44211; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Oaerah (Lembar Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembe.r Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah 
bcberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 Penetapa.n Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2022 ten tang 
Cipta Kerja Menjadi Undang undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnetanai Pcmerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembar Negara Repub[ik Indonesia Nomor 
4614); 

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data 
Gender dan Anak (Serita Negara Republik Indonesia. Tahun 
2009 Nomor 254); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Pel.aksanaan Pengarusutamaan 
Oender di Daerah sebaga.imana te!ah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
927); 

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penyclenggaraan Sistem Data Oender dan Anak (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429); 

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak {Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1751; 

13. Penuuran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361 
sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Serita Negara 
Repubtik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157!; 

14. Peraturan Oaerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor I 
Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 
Pembangunan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286); f 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 
2020 tentang Pengaruautamaan Gender dan 
Pemberdayaan Percmpuan dalazn Pembangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 
I 0); 

Menetapkan : 

MEMU11JSKAN: 

PERAnJRAN BUPATI TENT ANG PERA1URAN 
PELAKSANAAN ATAS PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN 
PINRANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG 
PENGARUSUTAMMN GENDER DAN PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAL.AM PEMBANGUNAN. 

BABI 

KETENnJAN UMUM 
Pa,al I 

• 

• 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimakaud dengan : 

I. Daerah adalah Kabupaten Pinrang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unaur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pc\aksanaan urusan Pemerintah yang 
menjadi kewenangan daerah 

3. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
4. Dewan Perwaklan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagar unsur 
penyelenggaran Pemerintahan Oaerah. 

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pcmbantu 
Kepala Oaerah dalam pcnyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri 
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dmas Daerah dan Lembaga 
Teknis Daerah. 

6. Kepala PD adalah kepala organisasi atau lembaga pada pemerintah 
daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Oaerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah 

7. Dinas Pengampu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang. 

8. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan 
tanggungjawab laki·laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat 
berubah oleh keadaan sosial dan budaya maeyarakat. 

9. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disingkat PUG 
adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi 
satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegie.tan 
pembangunan di daerah . 

• 10. Kcsetaraan Gender adalah kesamaan kondisi 
pcrempuan untuk memperoleh kesempatan dan 

be.gi lalo-laki dan 
hak-haknya 

�bagaij 
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manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegtatan polttrk, 
ekonomi, 808ial budaya, pertahanan dan kcarnanan, dan kcsamaan dalam 
menikmati hasil pembangunan. 

11. Keadilan gender adalah suatu upaya untuk membuat kondisi adil untuk 
perempuan dan Jakilaki melalui kebijakan dan kegiatan serta proses 
budaya yang menghilangkan hambatan-harnbatan terhadap akses, peran, 
kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. 

12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara erstematis 
tentang kondisi laki-Jaki dan pcrempuan khususnya yang berkaitan 
dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam 
proses pembangunan untuk mengungkapkan akar pennasalahan 
terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab 
antara laki-laki dan perempuan. 

13. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya discbut 
dengan RANDA PUG adalah pedoman dalam upaya melaksanakan atrategi 
pembangunan dengan mengmtegraetkan gender menjadi satu kesatuan 
dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan eva.luasi atas kebijakan, program, dan kegiatan 
pembangunan di Daerah 

14. Perencanaan Penganggaran Responsif Oender yang selanjutnya disingkat 
PPRO adalah penmcanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan 
gender, yang dilakukan melaJui pengintegrasian penga.laman, aepiraer, 
kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasa.lahan percmpuan dan la)d­ 
laki. 

15. 0.nd•r Ana!Jlaf• Pathway yang selanjutnya disingkat OAP adalah 8Uatu 
alat AnaJisis Gender yang dapat digunakan untuk membantu para 
perencana. dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam 
perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. 

16. Ocnd•r Bwfg.t Stat.mftlt yang selanjutnya dismg.kat OBS adalah 
dokumen yang menginfonnasikan suatu output kegiatan telah rcsponsif 
gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah di 
aJokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan 
kesenjangan gender. 

17. Percncanaan Responsif Gender adalah perencanaan yang dilakukan 
untuk mencapei kesetaraan dan keadilan gender dengan memasukkan 
perbedaan penga.laman, aspirasi, kebutuhan, dan permasaJahan 
perempuan dan laki-laJa dalam proses penyusunan kebijakan dan 
program pembangunan daerah. 

18. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai 
kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya 
masing-masing. 

19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja 
PUG adaJah wadah konsultasi bagi para peJakaana dan penggerak 
pengaruautamaan gender dan berbagai instansi atau lembaga di 
Kabupaten Pinrang. 

20. Ttm Teknis adalah Tim penggerak bagi perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam perumusan kebijakan dan 
pelakaanaan program/kegiatan yang responsif gender. 1 



21. O.nd•r Champion adalah suatu bentuk apresiasi bagi seseorang apa.kah 
dia itu pejabat internal Pemerintah Daerah etau aktivis Lembega 
Masyarakat, Perguruan Tinggi/Pusat Studi yang selalu memberikan 
perhatian pada perkembangan dan kemajuan PUO di daerah 

22. Forum Data Terpilih adalah wadah komunika.si antara anggota 
kelompok kerja untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait 
upaya penyedian data tcrpilih dan anal Isis gender yang dibentuk di tingkat 
internal lembaga dan/atau lint.as PD. 

23. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARO meropakan 
anggaran yang diauaun dan diaahkan melalui proses analiais dalam 
perspektif gender. 

24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 
(Hrna) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhimya masa 
jabatan Kepala Daerah. 

25. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan 
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

26. Rencana Kerja Perangkat Daera.h yang selanjutnya disebut Renja 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

27. Anggaran PendapatMt dan Belanja Negara yang selanjutnya diaingkat 
APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pue.at yang di 
tetapkan dengan undang·undang. 

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang di tetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

29. Dokumen Pelaksanaa.n Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya 
diaingkat DPA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang 
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan aebagai dasar penyusunan 
APBD. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada 
Pemerintah Daerah dalam penyelcngga.raan pemerintahan, pembangunan 
dan pelayanan maayarakat yang reaponaif gender. 

Pa,aJ 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupa.ti int meliputi: 
a. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegraaian 

pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian 
pennasalahan laki-laki dan perempuan; 1 



b. mewujudkan keseta.raan dan kcadilan gender dalam kehidupan 
bcrkeluarga, bcrbangsa dan bcmegara; 

c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender; 
d. meningkatkan kesetaraan dan kcadilan dalam kedudukan, peranan dan 

tanggungjawab laki-Jaki dan perempuan sebagai insan dan sumbcr daya 
pembangunan; dan 

e. menmgkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani 
pembcrdayaan percmpuan dan perlindungan anak. 

BAB III 
RUANO UNGKUP 

Pasal4 
Ruang Llngkup yang diatur dalam Pcraturan Bupati ini meliputl : 

a. tata cara dan penentuan stratcgi pclaksanaan Pcngarusutamaan Gender 
oleh Pcmerintah Daerah 

b. tata cara dan penentuan stratcgi pelaksanaan Pcngarusutamaan Gender 
oleh Pihak Swasta dan Masyarakat 

c. tata cara pclaksanaan Pcrcncanaan Pcnganggaran Responsif Gender 
d. tata cara pcmbcrian Pcnghargaan Pcngarusutamaan Gender. 

BAB JV 

TATA CARA DAN PENENTI.JAN STRATEGI PELAKSANAAN 
PENGARUSUTAMAAN GENDER OLEH PEMERINTAH DAERAH 

Paws 
(1) Tata cara pclakaanaan Pcngaruautamaan Gender oleh Pemerintah 

Daerah meliputi : 
a. pcrcncanaan; 
b. pelaksanaan; 
e. pengawasan; dan 
d. pemantauan dan cvaluaai. 

(2) Pedoman Teknis pcrcncanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 
pcmantauan dan eva1uasi PUG Daerah tcrcantum dalam Lampiran 
yang mcrupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pa,aJ 6 
111 Pcrcncanaan sebe.gaimana dimaksud dalam Paaal 5 ayat (I) huruf a, 

dilaksanakan melalui Perencanaan Pcnganggaran ResponsifGender. 
(2) Pcdoman Teknis Pcrcncanaan Pcnganggaran Responsif Gender 

sebagaimana dimakaud pada ayat (I) tercantum dalam Lampi ran yang 
merupakan bagian tidak terpisa.hkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pa,aJ 7 

(1) Pclaksanaan sebagaima.na dunaksud pada Pase.I 5 ayat {I) huruf b, 
dilaksanakan dengan pembcntukan Polrja PUG Daerah. 1 
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(2) Pokja PUG Dae rah aebe.gaimana dimaksud pada Ayat ( I) dibentuk dengan 
struktur keanggotaan sebagai bcrikut: 

a. Kepala PD yang melaksanakan urusan pcmerintahan bidang 
Perencanaan Pembangunan Daerah aebagai Ketua Po)ga PUG Daerah; 

b. Kepala PD yang melaksanakan urusan pcmerintahan bidang 
pcmbcrdayaan perempuan scbagai Sekn:taris Pokja PUG Daerah; dan 

c. Anggota Pokja PUG Daerah meliputi seluruh Kepala Perangkat Daerah 

(3) Pembcntukan Pokja PUG Daerah 9ebagaimana dimakaud pada ayat (II 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) Pokja PUG Daerah sebagaima.na dimakaud dalrun ayat (1), mempunyai 
tugas: 

a. mempromostkan dan memfasilitasi pcngaruautamaan gender kepada 
maaing-maaing Pera.ngkat Daerah; 

b. melaksanakan 80sial.isasi dan advokasi pcngaruautamaan gender 
kepada Cam.at, Lurah dan Desa; 

c. menyusun program kerja setiap tahun; 
d mendorong terwujudnya percncanaan dan pcnganggaran yang 

rcaponaif gender; 
e. menyusun rcncana kerja pokja PUG aetiap tahun; 
f. bertanggungjawab kcpada Bupati; 
g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati; 
h menyuaun profil gender daerah; 
i. melakukan pemantauan pelaksana.an PUG di masing-masing instansi; 
j. menetapkan tirn teknis untuk melakukan anahais terhadap anggaran 

daerah; 
k. menyusun RANDA PUG, dan 
I. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal point di 

maaing-maaing PD. 

(51 Penyusunan profil gender sebagaimana dimakaud pada ayat (4) 
huruf h, dilakukan olch sub bagian perenca.naan at.au unit pelaporan 
internal serta ckstemal yang berada pada PD yang dihimpun dalam 
Forum Data Terpilah. 

(6) Forum Data Terpilih aebaga.imana pa.de ayat (SJ, mempunyai tugas: 
a. mendorong unit-unit pengelola data pada Perangkat Daerah dalam 

penyelenggaraan siatcm data terprlah gender; 

b. memf.aailitasi dan memberikan bimbingan teknia dalam 
pengembe.ngan sistem data terpilah gender pa.de Perangkat Dacrah 
yang membutuhkan; 

c. mcndokumentasikan, memperbaharui data terpilah gender ke dalam 
sistem data base, mcnganaliaa, menyajikan dan mendesiminasikan 
melalui media publilcaa! yang dimiliki daerah secara rutin; 

d. melakukan monitoring dan evaluaai ata.a penyelenggaraan aistem data 
terpilah gender di daerah. 

(7) T:tm Teknia aebagaimana dimakaud pada ayat (4) huruf j beranggotakan 
Aparatur Sipil Negara pa.de PD yang melakaanakan uruaan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, PO yang melaksanakan urusan Pengawasanf 



Pembangunan Daerah, PD yang melaksanakan urusan Keuangan dan 
Aaet Daerah, PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Maayarakat 
dan Deaa aerta PD yang melaksa.nakan urusan Pemben:layaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak yang memahami analisis anggaran 
responsif gender; 

(6) Tim Teknis aebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki tugas : 

a. mcncliti kepastian pelaksanaan Pcrencanaan Penganggaran Responsif 
Gender dalam penyusunan RKA-SKPD; 

b. melakukan pelat:ihan analisis gender dan menyusun lembar Anggaran 
Responsif Gender; 

c. melakukan 80$ialiaasi kepada aeluruh Perangkat Dacrah mengenai 
Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif 
Gender; 

d melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusta bidang 
perencanaan di aetiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaa.an 
Pengaru,utamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif 
Gender di Daerah; 

e. menelit:i dan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam 
menyuaun RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat 
Daerah; 

f. mclakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksane.an 
Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responerf 
Gender di Daerah; 

g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah 
dalam pelaksanaan percepatan Pengarusutamaan Gender melalui 
Percncanaan Penganggaran Responsif Gender; h. meneliti dokumen 
Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagai lampiran di 
dalam Dokumen Pelakaanaan Anggaran (DPA). 

(7) RANDA PUG aebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf k, memuat: 
a. kedudukan PUG dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 

d1 daerah dan dalam sik\us pembangunan daerah; 

b. Analisis Situaai Pengaru,utamaan Gender di daerah; 
c. Pelaksanaan PUG di daerah; 

d. Strategi, kebijakan eerta Rencana Aksi Pengarusutama.an Gender; dan 
c. Rencana Monitoring dan Evaluasi PUG. 

(SJ Focal point aebag.aimana dimakaud pada ayat (4) huruf I, terdiri dari 
pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau 
program dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah 

(9) Focal A:iint aebagaimana dimak,ud dalam ayat (8) mempunyai tugas : 

memfaeilitasi untuk a. membantu pengambil kebijakan 
penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya; 

b. mempromosikan pengaruautamaan gender pada unit kerjanya; 
c. memfasilitasi penyu,unan rencana kcrja PD yang berperapektif 4 gender; \ 
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d. melaksanakan SO&alisasi dan advokasi pengarusutamaan gender 
kepada se\uruh pejabat dan staf di lingkungan PD; 

e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala PD; 

t. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, 
program dan kegiatan pada unit kerja; dan 

g. memfasilitasi penyuaunan data gender pada setiap Perangkat Daerah. 

Pasal 8 

(1) Pengawasan PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (IJ 
hurur c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
Pengawasan Pembangunan Daerah. 

(2) Pedoman Teknis Pengawasan PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

Paoal9 
(I) Pemantauan dan Evaluas1 PUG Daerah 11ebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (I) huruf d, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang 
melaksanakan urusan Pengawasan Pembangunan Daerah. 

(2) Pedoman Tekme Pcmantauan dan Evaluasi PUG Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (JJ tercanrum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dali Pcra.turan Bupati ini 

Pasal IO 

(I). Penentuan Strategi Pelaksanaan PUG dilaksanakan o\eh Perangkat 
Daera.h yang melakaanakan urusan Pet-encanaan Penelitian dan 
Pengembangan Pembangunan Daerah selaku ketua Pokja PUO. 

(2) Strategi Pelaksana.an PUG dilaksanakan menurut petunjuk pelaksana.an 
Strategi Daerah Pen::epatan PUG melalui PPRG. 

BABV 

TATA CARA DAN PENENTIJAN STRATEGJ PELAKSANAAN 
PENOARUSUTAMAAN GENDER OLEH PIHAK SWASTA DAN MASYARAKAT 

Pasal 11 
fl) Pihak Swasta dan masyarakat dapat merumuskan kebijakan, strategi, 

dan pedoman tentang pelaksana.an pengarusutamaan gender di masing­ 
masing lingkungannya. 

(2) Tata Cara Pelaksane.an Pengarusutamaan Gender oleh Pihak Swasta dan 
Masyarakat dapat berupa: 

a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan strategis, 
monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam 
melaksanakan pengarusutamaan gender; 1 



b. menyelenggarakan komunikasi, infonnasi, cdukasi, advokasi dan 
soaialiaasi tentang pclaksanaan pcngarusutamaan gender; dan 

c. menyelenggarakan pcndidikan dan pclatihan sensitif gender dan 
pcngarusutrunaan gender. 

(3) Plhak swuta dan masyarakat dapat mclakukan pemantauan dan 
evaluasi hsail pclaksanaan sebagaimana dimaksud dala!n Passi 11. 

(4) Oalam melakukan pemantauan dan eva1uasi dilakukan dengan 
kerjasama dan koordinasi dengan scmua divisi, bidang atau bagian di 
lingkungan pihak swasta dan masyarakat. 

Pasa1 12 

(IJ Pihak swasta dan masyarakat dapat bcrpan.isipasi mcnentukan stratcgi 
pelaksanaan PUG Daerah 

(2) strategi pelaksanaan ketentuan scbagaimana dimakaud dalrun Pasa.l 11 
ayat (I) melalui berbagai kegiatan yang sekurang-kura.ngnya meliputi: 
a. pcningkatan pclaksanaan dan pcnguatan kelembagaan 

pengarusutamaan gender da1am semua bidang usaha; 

b. pclakaanaan tindakan khusus melalui pcnyusunan program yang 
responsif gender oleh scmua bidang usaha: dan 

c. pclaksanaan kegiatan dalam upaya pcningkatan kualitas hidup dan 
pembcrian pcrlindungan kepada target gender. 

(I) 
(2) 

(3) 

14) 

15) 

(6) 

(7) 

BAB VI 

TATA CARA PEI.AKSANAAN PERENCANMN PENGANGGARAN 
RESPONSIP GENDER 

l'MaJ 13 

Tata cara pclaksanaan PPRG dcngan mengintegraaikan PUG pada 
kegiatan percncanaan oleh seluruh PD. 
PPRG sebaga.imana dimaksud pada ayat {I) menghasilkan Dokumen 
Percncanaan Responaif Gender 
Dokumen Percncanaan yang dimaksud pada ayat (2) yartu Rencana 
Pembangunan Jangka Mencngah Daerah (RPJMD), Rencana Stratcgis 
(Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renjaj Perangkat Daerah 
dan RKA/DPA Perangkat Daerah. 
PO yang melaksanakan urusan Percncanaan Pcmbangunan 
mengkoordinir Pcnyusunan Dokumen Pcrcncanaan Rcsponaif Gender 
oleh scluruh Perang.ka.t Daerah . 
PPRG scbagaimana dimaksud dalarn ayat (1) dilakukan dcngan 
menggunakan metode alur kerja analisis gender GAP. 
Hasil analisis gender OAP scbflgaimana dimaksud dalam ayat (5) 
drtuangkan dalam OBS. 
GBS 11ebagaimana dimaksud ayat (6) menjadi dasar bagi PD dalam 
menyueun kerangka acuan kegiatan dan mcrupakan be.gian yang bdak 
tcrpisahkan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA SKPD. ' 



BAB VII 

PEMBERIAN PE:NGHARGAAN PUG DAERAH 

Pasal 14 

( 11 Pemerintah Daerah memberikan pengh.argan bagi PD yang tel ah 
melaksa.nakan pengarusutamaan gender. 

(2) Penghargaan sebagrumana dimaksud pada ayat (1) dinamakan 
Gender Champion. 

PaoaJ 15 
Selain pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (lJ dapat pula diberikan kepada Tokoh Laki-laki a tau Tokoh Perempuan 
yang aktif dalam: 

a. Organisasi Sosial Kemasye.rakatan 
b. Perguruan Tinggi 
c. Forum 
d. Instansi 

Pasal 16 

Teknis penjabaran Pemberian Gender Champion meliputi: 
a. 'rujuen; 
b. Kriteria Perangkat Daerah; 
c. Kriteria Tokoh La.ki-laki atau Tokoh Perernpuan; 
d. Persyaratan Adm1nistrasi; 
e. Ketentuan Lain. 

Pasa.l 17 

(I) 1\ljuan pemberian Gender Champion sebagaimana dimakaud daJam 
Pasal 16 huruf a untuk memotivasi dan meningkatkan peran tokoh 
perempuan atau tokoh laki-laki dalam peningkatan kesetaraan gender. 

(2) Kriteria PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi: 
a. semakin memba.iknya kondisi dan posisi atau peran perempuan di 

dalam bidang pembangunan yang dilaksanakannya. 
b. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah dilarnpiri dengan 

Gender Analisis yang baik. 

(31 Kriteria Tokoh Laki·laki atau Tokoh Perempuan Penerima Pengha.rgaan 
Gender Champion sebagaimana dimaksud dalaln Paaal 16 huruf c 
meliputi: 

a. berkelakuan balk dan tidak terlibat dalam k.e.sus pidana/perdata dan 
penya1ahgunaan NAPZA; 

b. memiliki pengabdian, preatasi, dan inovasi dalam peningkatan 
kesetaraan dan keadilan gender, dan atau perlindungan perempuan 
dan anak di Daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahun 1 



c. mampu menyampaikan gagasan berkaitan peningk.atan kesetaraan 
dan kca.dilan gender, dan atau perlindungan perempuan dan anak 
secara jelu Win komunikatif, aerta memberikan inspiraai dan 
keteladanan ba.gi perempuan dan anak; dan 

d. tidak terlibat dan tidak mendukung Lesbian, Gay, Biseksualdan Trnns 
Gender. 

(4) �rsyararan administraai aebe.gaimana dimaksud dala.m Pua} 16 huruf d 
meliputi: 

a. fotokopi kartu tanda penduduk; 
b. fotokopi ljasah terakhrr; 

c. curiculwn vitae; dan 

d. ringkasan rekam jcjak pengabdian, preeteer, dan inovaSI dalam 
pentngkatan kesetaraan dan keadilan gender, dan atau perlindungan 
perempuan yang sudah dilakukan di Oaerah; 

(5) Ketentuan lain aebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi: 
a. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

diserahkan kepada sekretariat pada PO yang menangani urusan 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

b. Penertma Gender Champion acbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat {I) dan Pasa.l 15 huruf a sampai dengan huruf d ddaksanakan 
oleh Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

c. Penerima Gender Champion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
huruf a MJ?tpe.i dengan huruf d dape.t diajukan ke Tingk.at Provinsi. 

Pasal 18 

( lJ Komponen penilaian acbapimana yan& dimaksud dalaJn Pasal 14 ayat (2) 
mellputi: 

a. kemampuan dalam memberikan inspirasi dan keteladana.n bagi 
perempuan; 

b. Jama pengabdian dalam peningkatan kesetaraan dan kca.dilan gender, 
daft atau perlindungan perempuan; 

c. preetasi dan inovasi dalam peningkatan kesetaraan dan kca.dilan 
gender, dan atau perlindungan perempuan; dan 

d. kemampuan menyampaikan gagasan berkaitan peningkatan 
kesetaraan dan kcadilan gender, dan atau perfindungan perempuan. 

(2) Komponen Penilaian Gender Champion dilaksanakan oleh Tim Pcnilai 
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. r 



BAB VIII 

KETENTUANPENUTUP 

Peraturan Bupati ini mulai ber\aku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 

peda tanggal .,a /Jtsm,ltr #3 
BUPATI PINRANG 

1lJAN,i;.MIO 

S DAERAH KABUPATEN PINRANG 

CALO ERRANG 

BERJT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR . 
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I.AMPIRAN 
PERA1VRAN BUPA'n PINRANO 
NOMOR 

TENTANO PERATIJRAN PEI.J\KSANAAH ATAS 
PERA1'JRAN DAERAH KABUPATEN Pl:NRANG 
NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANO 
PENOARUSlJTAMAAN GENDER DAN 
PEMBERDAYMN PEREMPUAN DALJ.M 
PEMBANOUNAN 

A. PENDAHUWAN 

KoI19ep gender dan Jcnis kelamin (sex) merupakan dua kcnsep yang bcrbcda 
namun S8JJUl.·Mma menjelaskan perbedaan antara pcrcmpuan dan laki-Jaln. 
hngertianjenis kclam.in (sex) .mcrujuk peda pcrbed.e.an atrlbut fisik laki-lald dan 
pcrempuan aepcrti perbed.aan krom030m, alat kclam!n, dan reproduksi, ha.mil, 
melahitkan, menyusui, menstruasl sen.a perbcdaan karakterislilc !lsik sekunder 
eeperu nunbut, pcrtumbuhan buah dada, perub&han suara, dan seterusnya. 
Konsep jcnis kelamin menjclaskan mcngenai kodml TuhM yang tclah 
m.emberikan ciri fisilr. yang bel'beda antara laki-laki dan perempuan. 
Koclrat fuiik teracbut tidak dapat dipcrtukarkan dan dimiliki satn11 oleh laki-lakl 
dan pcrcmpuan di seluruh tcmpet dan budaya, sen.a dlmlillri. sejak lahit hingga 
mcninggal dWUIL Jen.is kelamin teraebut bersifat kodntti, universal, dan kckal. 
Scdangkan llonsep gender mcn.tpakan basil konstruksi sosia1 yang diclptakan 
okh manusla, yang sifatnya tJdak tetap, berubeh-ubah, serta dapatdialihke.n clan 
dipertukarlcan dari u.tu jcme l<elamin kc jenia kclamin lainnya menurut waktu, 
tempat_dan buda.y11. 11etempat. Kon11ep gender diciptab.n oleh kcluerga dan eteu 
maeyarakal, yang dipcngarohi olch bud.oye, interpret.as! pcmuk8. agomo, dan 
dilurunkan sccaro lurun lemurun dari gencrasi kc gencrasi. Pt:rbcdaa pcmn yang 
dijalankan olch la.k:i-la.ki clan pcn:mpuan menghasilkan pcrbedaan gender. � 
gender mcmpcnga.ruhl pola rclasi anlanl pcrcmpuan dan Jaki-la.ki yeng dl9cbut 
xbegai rclasi gender. Nilal-nilol sosilll budeyo .lempal Jalci-lui dan pcrcmpuan 
ereebut hldup mcmbcrikan atribut-atribut IOtial kcp,ada Jaki-laki dan 
pcrcmpuan. 

Atn"but ini dillCbut gender, yang sWltnya kontckstual dan bisa bcrubeh .Atribut 
sosial ini kemudie.n mcnjadi daso.r daJa.m pcmbeg:ian l<crjll dan pcran d.olam 
masyarakat tet'8Cbut. 

Gender mcnjadi isu kanno mcmbawa bcrbegai kcscnjangan delam aituasl lllki­ 
la.ki dan pcrcmpuen daliun bcrbegai bidang YHD& bcrupe subordinasi, 
marginalisasi, bcban gand.a, kckcrasan pede peretapuan scrta pclabclan 
(stereotype). lntinya, gender mcnjadi masalah 11.pebila tcrjlldl kctidaluldilan bagi 
la.k:i-laki dan pcrcmpuan, ontarR lain: 

o. Sala.h satu jcnis kclamin dirugikan; 

b. Sala.h satu jcni:J kclamin dibcdakan dcrajatnya; 

c. Selah satujcnh kclllmin dianggap tldak cakap dibanding dcnganjenls kclanlin 
lain; 

d. Salah satu jcnis kc lam.in dipcrlakukan Jebih rcndah. 

Perbedaaan antara konscp gender da.o jcnis kclamin dapat dilihat do Jam To.be! 1 
bcrikut; \ 



Tabel I: Pcrbedaa.n Jellis Kclamin clan Gender 

Jenls Kdamin Gender 
Menyangkut perbedaan organ biologis Menyangkut perobedaan peran, fungs.i, 
laki. la.ki dan perempuan, khususnya tanggung jawab l.oki-laki dan 
pada bagian- bRgian alat reproduksi perempuan sebe.gai hasil kesepa.katan 

atau ha,il konstmksi [bcntukanl 
mas atakat 

Pcran re roduksl tida.k da t berube.h: Pcmn IIOaiaJ da t berubah: 
S.kali menjadi perempuan dan Pcran pen:mpuan sebe.ga.i ibu rumah 
mempunyal raltim mal<a selamanya tangga dape.t berubah menjadi peran • al<au menjadi perempl.lllil dau pencari nafkah 
scbe.likn •. a. 

"'= reproduksi <kl•k dap1u Pcran i,osial dapat dipcrtuknrimn: 
di .... rtukarkan: 

""" mungkin lakl-laki mel.ohirlum Untuk MRLsaat t.ertentu, ..... Mj, 
dan perempuan membuahi. euemr .... k memibla pekerjaan 

sehingg.a tingg.al di rumah mengueus 
rumah tangga, sementara istri bertuknr 
pe ran untuk bekerja mencari nafkah 

""""" - · Ice luar neoen. "'= reproduksi "'"""" sepanjang Pcran sosia1 bergantung pada m&M dan 
=M 1,,.,.daan 
Peran reproduksi berlaku di mana saja. Pcran M>Sie.l berpntung pada budaya 

ma"varak.llt tertenlu. 
� reproduksi berlaku bll.gl semua Peran """" "'""'• entara eatu 
kelas/stni.ta i,osial. kelas/strata social dengan kclas/strata 

90SiaJ lainnva. 
Peran reproduksi berasal dan Tuhau Pcran !IOSia.l menipaJtan hasil buatan 
atau bersifat kodrati. manusia dan tidak bersifat kodratl 

A. I Mcngidentifikasi lsu Gender dalam Pcmbe.ngune.n 
Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia menjamtn hak !ICtiap warga 
negamnya (pcrempuan dan Jak.i.la.k.11 untuk menlkmatl don berr-trtisipesi dahun 
pembe.ngunan di berbagal bidang. Namun, ternyata dalam ha! perolehan a.kses, 
manfaal, dan partislpe.si d.aJam pembe.ngunan, serto kendali tcontroij terhadap 
sumberdaya, masih terdape.t kescnJangan antam. penduduk perempuan clan laki­ 
laki. 

ldcntifikasi fakta dan fcnomena kcsenjangan gender, sebab kesenjangan dan fa.ktor 
pendukung terkait dengan urusan tel'8Cbut dengan melihat isu atrategia antata Lain: 

a. relaai/kondiai laki-la.ki dan perempuan. 

b. adanya ketimpe.ngan kond1S1 (perbedaan peran, aksea, partlsipe.si, kontrol, 
manfaa.t) antara laid-laid dan perempuan. 

c. adanya tasa ketidakadllan yang diala.mi la.ki-Iaii dan pcrempuan: diskrimina.si, 
marginalisasi, subordinaai (bentuk dan akibtlt yang ditimbulkan). 

d. ado unsur pengamh budaya dan kebijakan (unsur ekstemal dan internal 
pemerintah) 

e. cakupe.n luas (dirasakan oleh banyak orang di banyak lempat) atau bcn1ifal 
sislemik. 

f. mendesak untu.k segera diselesa,kan dalam konleb kewilayah.an. 

g. efek kara.mbol {ka.Lau diselcsaikan berdampak pogitif peda isu gender lain) a tau 
memiliki daya ungkit kepada penyclesaia.n masa.lah. 

I 



B. PEDOMAN TEKNIS PERENCANMN, PEI.AKSANMN, PENOAWASAN DAN 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PUG DI KABUPATEN PINRANO 

8.1 PEDOMAN PERENCANMN PENOANOOARAN RESPONS!F GENDER SEDAOAI 
STRATEOI PERCEPATAN PUO 

B.1.1. Pendahuluan 

Untuk pcnegAS&n mele.ksanakan PPRO melalui analisis gender telah tcrca.ntum 
dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Ptruoohan da.ri Permendagri 
Nomor 15 Tabun 2008 tcntang pedoman umum pelakiianaan pengamsutam&An 
gender di daerah. dimena dalam pllM1 4 diJelaskan bahwe. Pemerintah decrah 
berkewejiban menyusun kebijakan, program, da.n kegiotan pembongunan 
responsif gender yang dltuangkan dawn Rcncana Pembangunan Jangka 
Mcncngah Oaerah at.au RPJMO, Rcnc:ana Stratcgis Pl), clan Rencana Kerja PD 
yang dllakukan melalui anaJisis gender. 

Dalam ha! ini pemerintah deerah diharupken mampu menyusun dan 
mengimplcmcntasikan PPRO da.lam upoya mcmbcrikenj.awaban untuk 
mengatasi kesenje.ngan gender clan mew\tjudkan keadila.n den kcsetaraan 
gender dan untuk mcmastiken 11poluth Jaki-la.ki da.n perempuan memperolch 
akSCK tcrhadap sumber da.ya, partisipasi, clan mempunya.i kontrol yang 811.Dla 
da.Jam pengambilan keputusan, scrta memperoleh manfaat yang sema da.ri 
scmua bidang pembangunan. Mcngingat PPRO menipakan ha.I baru bagi para 
perencana PO dalam pcnyusunan pereecaneen dan penganggaran, ma.k.e. eecara 
tcknis opcrasional dibutuhken sebuah pcdoman Pcnguatan Pelembayuut den 
pencrape.n PPRO agar mampu mcningkat.kan pemahlunen pora perenc:ana PO 
de.lam menyusun dokumen pcrencanaan dan penganggaran yang Responsif 
gender 

8.1.2 Makaud dan Tujuan PPRO 

a. Maksud mclak81U18.ken PPRO yang dfbiaya.i oleh APBD, Perangkat Dacrah 
agar: 

+ Menguta.makan program-program priorilas pembafl&unan da.erah yang 
mendukung pencapaien priorilas pembongunan nasional clan targc1-large1 
SOOs, dengan mtfl&IICU kepeda RPJMD, Rcnslra SKPD, RKPD, den RKA 
SKPD; 

+ Memillh/menenlukan program utama unluk dimasukkan pnda. &Wiii 
pcne:rapon PPRO; aerta 

+ Menycrahkan dokurnen PPRG yang ditunjukkan dcngan GBS [Gender 
Budget Statement) yang tclah disusun kepada. lnspcktoral, dan satinan 
kcpade Dines Ptmberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

+ Himpunan dokumen PPRO yang disampa.ikan kepKle. lnspckloral da.n 
Dines PPPA tersebut mcnjlldi dasa.r acuan dalam mengukur ca.pllian 
pelaksane,m PUO poda. Perangk.e.t D11erah, den akan digunakan dalMm 
pengukuran ca.poian RPJMO 2017 - 2022. 

b. Tujuan PPRG untuk: 

+ Meningke.lkan kcaadaran dan pemahe.man pom pengambli kepuluS&n 
lenlang pentingnye isu gender de.lam kebijekan pembangunan clan 
mempcn;cpal lcrwujudnya keadilan dan keselaran gender. 

+ Membcriken manfaat yang adil bagi kesejahtcraan le.ki-leki da.n 
pcrempuan, krmasuk a.nak la.ki-laki clan ana.k pcrempuan dari 
penggunaan belanjll/pengeluaran pembangunan . 

.o, Meningkalkan disiensi den efcklivilas penggunaan anggaran, scna 
mcmbangun lransporansl anggaran dan alrunlebillles pcmennlah daemh. 
{> Membantu mengurangi kesen_µmg,m gender clan menghapuskan 
dlskriminesl 1erhadap pcrempuan dalam pembangunan. 

' 



* Mcningkatkan panisipasi masyarn.kat, btlik le.ki-laki dan pcrempuan 
dalam pcnyusunan pcrcncanaan angganm, pcillksanaan, pcmantauan, 
dan cvaluasi * Mcltjamln agar kebutuha.n dan aspin!.!11 lald-lak:i dan pcrcmpuan dari 
bcrbagai kclompok :IOSial {bcn:lasarkanjcnis kclamin, usia, raa, suku, dan 
lokasij dapal diakomodasikan kc dala.m belan.)8/ pcngc-lUHf'Qn. 

c. ARO {Anggaran RcsponsifOendcrl 

Angga.ran responslf gender dibBgi atas 3 katcgori, yailu. 
Anggamn khusus target gender, adalah alokasi anggaI1ln yang dipcruntukan 
guna mcmenuhi labutuhan dasar khusus percmpuan a tau kcbutuhan da8Ar 
khu.sus laki-lakl bcn:lasarkan ha.sil analisis gender. 
Anggaran kcsetaraan gender, adalah alokasl anggaran untuk mcngatasi 
masalah kescnjanga.n gender. Berdasarkan analisj:, gender dapet dikclahui 
adanya kcsenjangan dalam rclasi antara laki· lakl dao pcrcmpuan dalam 
akses tcrhadap sumber de.ya, pertierpasl, dan kontrot dalam pcngrunbilan 
kcputusa.n, sen.a manfaat dari scmua bidang pcmbangunan. 

- Anggamn pclembagaan kesetara.an gender, adalah alokasl anggaran untuk 
pcnguatan kclembegaan PUO, be.ill: dalam ha.I pcndataan maupun capacity building. 

Prinaip-Prinaip ARO yaitu: 

- ARO pada pcnganggaran dilctakan pada output kcgiatan. Relevansinya 
ada.lah komponcn input, dan output kegiatan yang a.kan dlhasilkan harus 
jclas dan terukur. 

- Kritcria kcgiatan dan output yang meojadl lokus AHO. 

- ARO yang clitcrapkan untuk mcngh.asilkan output kcgiatan, yaitu: 
• r; 

tiil 
Penugesan prioritas pcmbangunan nai'IJOnal clan dacrah, 
Pelayanan kcpeda masyarakat (:,crvicc delivery), dan/ate.u 
Pelcmbagaan Pengaruautamaan Gender (PUO) yang di dalamnya 
crm.aauk capacity building. ad.vokaai gender, kajian 90Siu.li8Asi, 
dcaiminaai, dan/atau pcngumpulan data tcrpilah. 

ARO merupakan pcnyusunan anggaran guna mcnjllwab sccara ad.il 
kcbutuhan seliap warga ncgara, b8ik laki-laki maupun pcrcmpuan :,cbaga.i 
upaya mcwajudkan keadUan dan kcseta.raan gerxler. 

- ARO bu.lean fokus p&da pcnycdiaan angganm dcnganjumlah lcrtcntu untu.k 
PUO, tcte.pi lcbih luas lagl, begaimana anggaran kcscluruha.n dapat 
membcrikan manfa.al yang adil untuk lakl-leki dan pcrempuan. 

Salah 8Atu pcrmasalahan yang scrin8 dlhadapi. tcrkait dcngan pciak.,e.naan 
Pl.JO adalah bahwa. pcngambil kcpulUsan tidak mcnyadari ba.hwa kcputusa.n 
kcbijak.an yang diambil dan/atau proscs pcngambilan keputusa.n/kcbijekan 
scringkali bcrsifat nctral gender, yaitu hanya mcmpcrhatikan dan sudut 
pa.ndang tugas dan fungsi dari instansi tereebut atau prloritas nasional 
scmata, tanpe mclihat edanya kclompok yang tcrlil>Bt da.n pcngguna manfaat 
(kclompok 8ASIU'Un) yang bcrbcda. 
Bcbcrapa Ha.I Kunci Tcntang ARO 

An,wuan rcsponsif gender mcrupakan pcngganti 1erhadap sistcm 
llnggaran berbasia ldncrja .• 

\ 



•• Angganm kinerja berbQsis � 3 (tiga) prinslp yang dikenal scbe.gai 3E, 
yaitu ekonom.i, ef1:1icnsi, dan efektivitas. ARO menyumbang satu prinsip 
lajp, ya.itu kesctllrlllan atau cqult,y. • 

Ape.bile anggaran sudah bcrpihak pnda orang miskin, maka bisa 
dipastikan anggaran inijuga akan rcsponsif gender. • 

Scbuah anggaran d.ik.atakan responstr gender bilam.ana indikatomya 
� eksplls.it mencantumkan ind.ik.ator gender. 

... Tidak eemue anggaran harus d.lbuat rcsponsif gender. 
Anggaran Kincrja, Anggaran RcsponsifOender (ARO) dan katcgori ARO 

- Konscp dan prak:tck ARO bisa dilctakkan di dalrun anggaran kincrja yang 
bcroricnwl pada basil. lni bcrbcda denpn anggaran U'ad!slonal yang 
bcrfokus peda inpuL 

Orienta& hasil peda anggaran lrincrja membcri pcluang untuk memasukkan 
konscp dan pcndekatan ARO di nunusan indikator k.incrje.. 

ARO eda.lah: pcngunaan atau pcma.nfaatan anggara.n yang bcrasal dari 
bcrbagai sumbcr pcndanaan untuk mencapeJ kcsctaraa.n dan kcadllan 
gender (PumendJ!gri No. 15 tahun 2008). 

Kesctaraan bisQ dimasukkan dalam pcrumusa.n indikator kincl)B yang 
menjadi pilar dari eoggaran bcrbe.si3 kinerje. 

- ARO bukanlah anggaran lCrpiseh untuk lakl-lakl dan pcrcmpuan, dan tidak 
Sllillll. dengan anggeran untu.k pcrcmpuan; ANO N.a.k selalu bcmrti 
pcnambahan alok.asi; 

- ARO menckankan pe.da masalah kesctaraan dalam pcngangga.ra.n. xeeetarean 
lcrMbut bcrupe Pro8C!I maupun dampek alokesl anggaran de.lam 
program/kcgialll.n yang bcrtujuan menurunkan tingkat kescnjangan gender; 
ARO bckcrja dengan cara menclaah dampak darl bclanja suatu kcgiatan 
tcrhadap pcrcmpuan dan laki-laki, clan kcmudian mcnganalisis epe.keh 
alokasi anggeran lCnicbut tclah mcnjawab kebutuhan pcrcmpuan scrta 
kebutuhan l.aki-lak.i 9CCara mcmadai 

K�jiben Pcncrapo.n ARO pada Pcrcncanaan 

Pcmerintah dacrah berkcwajiban mcnyusun kebi.)11.ken, program, dan kegietan 
pcmbangunan rcsponsif gender yang dituangkan dalam Rcncana 
Pembangunan Jangka Menengah Oaerah atau RPJMD, Rcnca.na Stratcgis PD, 
dan Rencana Kerja PO. 

Pcnyusunan kebljakan, program, dan kegiatan pcmbnngunan rcsponsifgcndcr 
dilftkukan melBlui analisis gender (Pcnncndagri No. 67/2011 tcnlll.ng 
Pelaksanaan PUG di Dacrah (revisi dari Pcrmcndagri no 15 tahun 20081, 
Keltntuan Pasal 4 ayat I dan 2). Dalam melakukan analisis gender dapat 
mcnggunakan metode alur kerja lllllllisi3 gender (Gender A.nalisys Pathway) 
at.au metode analisis lain terha.dap rencana kcrja dan anggaran PD dllakukan 
oleh masmg-masing PO. Hasil ana.l.isis gender dituangkan dalam penyusunan 
OAP dan OBS dan mcnjlldl dasa.r PD dallun menyusun kera.ngka acuan 
kcg!atan dan merupekan bQgian yang talr. terpisahkan dcngan dokumcn 
RKAIDPA-SKPO. Pclaksanaan enalisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA PO, 
Rencena Kcrja PD dan Rencana Kerja Anggamn PO dapet bckerjasama deng.an 
lcmbe.ga pergunian t:inggi ate.u pihak lain yang mem.ililri kapebililll.s d1 
bide.ngnya. (Pcrmendagri no 15 t.ahun 2008 pasal 5 eyat 1-3) Beppcda 
mcngoordinasikan pcnyusunan RPJMO, RcnstJa SKPD, n::ncana kcrja dan 

\ 



an� SKPD y� TCsponsifgendcr.Rencana .lr.CIJH clan anggamn SKPD yang responsif gender dttctap.lr.a.n dengan pcraturan bupati 

d. Kerangk.a PPRO Dalam Kasus Siklus Anggaran Kinerja 
Kcrangka pcrcncana.an dan pcnganggaran rcsponsif gender merupe.kan bagian 
subsistem datl pcndelauan manajemen berbe.sis kincrja. Kerangka .lr.erja PPRO 
da.lam slklus anggaran .lr.inerja diura.i.kan mc.lalul Diagram berikuL 

Diagram. l Kcrangka PPRO Dalam Pmi'ICS Pcnyusunan Anggaran Kinerja 

Kcrangka kerja PPRO dalam siklu11 llnggllllln berbo:ws kmerja mcliputi 4 tahapBD; 

I. Pcnilaian mallll.lah. Melakukan idcntiflkasi pcnnasalahan dan isu-isu yang 
diluldapi masyara.kat clan pcmerintah ueu-tsu strategis), melllkuklln anal Isis 
untuk mcngetahui kelcmahan, .lr.ekuatan, kcscmpetan, dan tanlJUlgall ekstcmal 
eerte membuat skala priorilll.s. 

2. Pcnyusunan strategi. Mcngcmbongkan stretegi, yaitu menyusun program dan. 
kegiatan untuk mengatasi pcnuasalahan berdasarkan hasil anahsis. 

3. Pcngangarari. Menyiepkan anggaran (alokat.i sumber daya) deng.an 
mempcrtlmOOllgkan prinsip anggaran .lr.inerja, menyusun rincian anggaran atau 
sumber daya yang dibutuhkan 11etiap jcnis program dan kegiatan. 

4. Pengukuran kinerja. Mcngidentifikasi ukuran klnerja untuk memonitor 
erektivitas kegiatan dan kcmejuan pcncap!liRn tujuan yang telah ditetapkan, 
melakukan aoallsis, apekah program dan kegiatan memenuhl tuntuta.n 
masyarakat.jika tldak, maka program dan kegiatan dapatdireviai a tau dieva1uasi 
untuk keberla.njutan program. 

Sistcm angganm berbasis kinerja mcnckankan pod.a pcrumusa.n indikator kinerja 
output dan outcome. Un tu.Ir. mcmahami ape dan ba,gaima.na posisi indi.lr.ator kinerja 
dalllm manajcmen bcrbe.sis hasll, tcrdapat pe.da Diagram 

Dillgram 2 Metode pcrumusa.o lndikator kinerja output dan out come 

! 
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e. Langkah-Lengkah Penyusunan PPRO 01 Dacrah 

Langltah-Langkah Penymmnan PPRO Di Daerah yairu: 

Menggunakan a.Lat analisls � Art.alysis Ptlthway (OAP) 
Menyusun Gender Budget Statement (OBS) 
Menyusun Tenn O{Re/ermce rroRJ 

••�nakan alGt analin.8 0.110,- A-lpa Pathl&IQJI (OAPJ 
Gender Ana.lysb Palh .. ·ay (OAP) adalah Alat analisis yang dinrncang untuk 
membentu p&m perencana mclaJmlmn analisis gender dalam rangka 
mengarusutama.kan gender dal!lm perencanaan keb,Jakan/program/kqiatan 
pcmbll.ngunan. Penggunaan GAP dinlmmendasikan dalo.m kebija.kan {ln�s 
9/2000 dan Pumcndagri 67/2011 tenta.ng Pedoman Umum Pdaksa.naan PUO di 
Daerah). Teniiri dari dua komponen ulama yaitu: 
• Analisis yang terdlrl dart lima langkah {Lllngka.h t-5), dan 

• lntegrasi gender kc dalam rencana aksi yang terdiri dari empat langkah {La.ngk.e.h 
6-9). I 



Pa.da pnneipnya, GAP juga mengadopsi prinsip Manajemen Berbes.is KinelJO fMBK), 
yakni ada pengukumn pada kerangka kinerja peda rencana aksl yan11 dirumuskan 
(langkah 6-9). 

Langkah - Langkah OAP 

I. Pihh k:ebijakan/Pmgram/ k:cgiatan yang akan dianalisis -- Idenliflkasi dan 
tuhskan tujuan Kebijakan/Program/Kegialllll jdiambil dari dokumen Rk:A Sk:PD): 

2. Sajllcan Data Pembuka Wawasan Terpilah MenurutJenis Kelli.min (k:uantitalifdan 
Kualitatif); 

3. Temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan I progrnm kegialan; 
4. Temu kenali isu gender di internal lcmbe&&,/budaya organisasi; 
5. Tcmu kcnali isu gender di ekstcmal LemOOga; 
6. Rumuskan kembali tuJWlil Kebijakan/Program/k:egiatan Pembangunan; 
7. Su sun Reocana Alesi yang respon:uf gender, 
8. Tetapkan Baseline; 

9. Tetapkan lndikator gender. 

Gender Analysis Pathway (OAP) merupakan sa.lah aatu alat a.nalisis gender. OAP 
didasarkan peda sebuah kebijalcan/program/kegialan yang sudah ada, 11tau 
dokumen kebljakan/prognun/kegiatan yang akan disusun. 

Melode OAP mdiputi 9 {sembilan) Langk.ah yaitu: 



•• . ,..,_,.._ 
Or tf r 

• 

·-·-· 
• ,_ __ 
• 0... ,.... , 1 ._..,...bdS 1.rf ...-,GO.,... 

..........,., .• 
. .• • :�.;_i;i;;---� 

............................ ,., u ............ 

"' � . -· .. ,. .. ,.. _....,.. , .. t••····--�-- s,n a 

- .,_ 
• .__ .... p ,, • ..,_'-111�1 ... 

• .,... ........ ._ ....... £ w.....,........, ,._ �2 Pit IIIIIM °"""' 114 

• 

• 

. .. . 
,,, , ,.,1(,1. U1Mt,1f1'5W.,.,.. ... ,, ........... , 

• - 
• ,.. J ft TV W Wiii 

IN91b e•in-.wilYllllllf. 

t 



Diig,... JAu�C • .....,_,._ .. , 

I 

P I I T 
I A • ••• I I • • • • I I 
I 

' 
.. 

EE:;i', ... ..,....,.,.. 
••Uzt ('-'rt,tW 
••- ·•• r:fM> 

IIW,lu• '* I lllll) 

.. • ' I ' ... ... I -· - i 
I ... .... t·:..:. ••. I I - •• I - - I 3 .. - 

,,, ....... ._ .......... ·- ·- 

.... .._ 



I !11111 ..... 
01 a 11•Mw,..,.O.,'lt1Dr1:S I Pi 

• 

,.,..j 
1,111 .... 

• • • • • • • 

• • 
' ' • t • - - ... 



• 

Penyusunan GBS 

Beberapa komponen yang perlu diperhatika.n dalam menyusun OBS/PAO dije.laskan 
mdeJui label berikut: 

Te.be!: Komponen GBS 

Kom =OBS u . 
�m N= � SKPO 11esuai de: Renstral 

ten Nama ke · tan SKPO sesuai den n Ren SKP01 
Tujuan Kegiatan TUJuan 11.eglatan hams scllUll.i dengan Renstra!Renja SKPO 

,.... ruan •• n-n ada -dsi. l QA1". 
lndikator Kinerja lndikator kinerja kcgiatan diam.bi! dali indikator kincrje yang �- ... da Renstra atau Ren'n SKPD 
Analisis SitWl41 analisill situasi bcri!.ikan kcndisi rill yang terjadi dalam 

masyara.kat '"" yaog berkcnaan dengan adanya 
kesenjangan gender, "''"'" lrcsenjangan d= penyebab 
ECM.:njangan. °"""" mdrurukan "'""" s1tuasi dap« 
mengrunbil hasil anahsis gender Jangkah 2,3,4, langkah S 
pa.da OAP, dan hasil analisis situasl ini bcrisikanl gambaran 
kcaenjangan akaca, partlsipasi, kontrol, clan manfaat autara 
pen:mpuan den Jaltl·Laki. Sebagai upa.ya perbeik.an, maka 
pada ana.l:isis situa.si dapat dicantumkan n:fonnulasi tujuan 

6 oada OAP. 

"'= """ Kcgiatan/ Lama kegiatan yang diambil pada langkah 7 
(/angkah 7 OAP Subkegilllan OAP 
yaog dln"nci Subkcgiatan """'"' mcngenai ""'"'" mcnjadi l pdeksanaan pencal)ltian 
subkcgiatanl '" "' tahapon kegiatan Subkcgiatan Unu,m mcngenat ""'""' 2 "'""� pencapaian 

out ut 
Subkeglatan Uralru, mcngcnai ""'""' 3 J><l,k= pencapaia.n 

out-ut 
Subkcgiatan Unu,m mengenai ..... ,,.,. 
4 pelaksenaan pencapaian 

oumut 
Subkegiatan """"" m,ng«uu ..... pen 
5 pelaksanaan pence.pe..ian 

out ut 
Output! output kcglate.n ynng 

dimmuskan dengan mengambil 
langkAh 9 GAP, dihubungkan "'- - dan 
jasalpelayanan yang dihe.silka.n 
dan kc-'-tan SKPD 

Alokasi Swnber - '"- - ywg diperlukan untuk 
O.y, -nca--•-11 out-·t ke-'-tan !R- ... I 

SDM 
�ralatan 
dan Mellin 

"""""" Ha,il ampeklhasil dan nutput kegiata.n yang dihasllklln untuk 
output kegiatan pencapain outcome ""'"""" SKPD dan ihampkan 

mengura.ngi kexnjangangender """" memperhlliki 
koodisilllki-laki dan eeremouan. 



Penyusunan TOR/KAK 

Tenn of n:fcrrencc rroR) atau kcrangka acuan kegiatan fKAK1 diartikan sc�ai 
suatu dokumcn yang bcris! pcnjelasan/kcterangan mcngena.i kcgiatan yang 
diusulkan untuk dianggariuUI clan perkiman biayanya. TORI KAI{ mcrupakao 
dolrumcn yang mene111ngkan segala scauatu tentang rencana pcla.ksa.naan suatu 
kegie.tan. 

Ada S (lima) komponcn yang pcnung dlperhatikan dalam mcnyuaun TOR yaitu: 
I. Lii.tar Belakang 

Ultar bc.lakang mcngumikan dasar hukum yang mcnjru:li dasar kcberadaan 
kegiatan. unuan gambllran umum mcnjdaskan 9eCanl aingll.at mcngape. suatu 
aktivitas dilakSllrul.ka.n, alasan-alasan mcngapa kegietan pcrlu dilaksa.nakan. 
'l. "'ncrima Manfaat 

Sa.saran kegiatan yang dilaksanakan harus jdas siapa yang menjRdi pcncrima 
IWlrllilaL Uraian siapa yang menjadi pcncrima manfaot program/kegiatan. 
3. Stretcgi Pcncapaian kcluaran 

Stretcgi pcncapaian keluaran menjelaskan tentang (i) Mctode pclaksanaan, cara 
pcla.ksanaan, misaloya apakah bcruj)Q kontmktual a tau swakdola, (Li.) Tahape.n clan 
waktu pclaksanaan. Tahapa.n at.au komponen masukan yan11: digunakan dalam 
pcncaJ)llian kcluamn dh.uu.ikan !IOC8.nl jclas, mi.salnya jRdwaJ, waktu pdaksanaan, 
clan keterangan kclanjutan pclaksanaan kegiel.en. 
4. Waktu �paian Kcluamn 

Pencapaian output kcgiatan adalah mencrangkan waktu untu.k pcncepaian output 
kegiatal'l yang dirence.nakan. 

S. Biay11 Yang Dlperlukal'l 

Menyusul'l perkimal'l bill.ya atau jumlah anggaran untuk mencapei keluaran 
kegia.tan. Biaya merupakan total anggarar, kegie.ta.n yaitu eebesar nilai nominR.l 
t.ertentu yang dirinci dala.m Reru:ana Anggaran Belan.jll (RAB). 

Ptnyusunan TOR/KAK untuk daerah belum ada romw.t yang yang be.ku eeeuer 
dengan regulasi. Namun, untuk menyusun TOR/KAK biasanya mencakup beberapa 
ha.I yeitu: 

Uraian riru:ian kegiatal'l ata.u aktivitas "' .... 
IDdikator 

""" 
indikator untuk menillll keberhasilan sebu11h "' .... 

nateeen 
Ke iatan 

Maksud dan tu"uan tuiuan a · dica dari aebuah tan 
lakaanaan ke tan metode lakllllnll&D ke tan 

t 



Keterkaitan GAP,GBS deng,m TOR dan RKA 

Tabel 2: Keterkaltan OAP, OBS Oengan TOR dan RKA 
OAP OBS1PAO TQRIKAK RKA/DPA 

Langk,h 2 Data Terpilah Data terpilah yang Program yang Ilda 
disajikan dalam rclevan dengan isu dalam RKA harus 
analli!ill situasi gender dan disajikan 11esuai dengan yang 

dalnmTOR ada dalam OBS 
(Sesuai 

Re1111traln:n' 1) 
Lan- Uraian 1angkah Deskripsi 
3,4 dan 5 2,3,4,dan 5 OAP keaenjengan gender 

dlsajikan lag! pada menJadi tan'Jbahan 
a1111.Usls situasl latar bda.kang 

delem TOR (embil 
analisill situesi 

delam GBSl 
Langkah6 Tujuen mengacu Tujuan J)8da TOR Kelompok sa!IOran 

pede rerormulast dapat menp.mbil d"1am RKA 
tajuan langke.h 6 refonnu.lasi dari dJtentukan 

OAP 1angkah 6 OAP benleserl<a.n hasil 
analisis OAP dan 

OBS dan atau 
delam TOR 

Lan-7 Komponen Komponen Keg!llten pElda RKA 
kegiaten/ subkcgieta keglatan/ subkeglata herus sesuai OHS 
n/ektivitas mengacu n/ektivitas TOR /-uai Renja SKPD 

pada Renja SKPD mengacu pada Renje 
SKPO 

Langk,h 8 Output OBS Tontukan komponen Rumusen 01.fl'put 
mengacu tujuan subkegiaten yang dari RKA depal 

keglatan mendukung mcnga.mbil output 
l)CTICpaeien kincrja kcgietan pada OBS 

out-ut'kc.....,ten 
""8)<ah9 Dampa.k basil Rumusan Rumusan outcome 

mcngac;:u pada sesam.npcncrima pa.da RKA dapat -· manfaat dalem TOR mengambil 
dapat mcaggunakan rumusan indik.ator 

analisill tttjuan gender pad GAP 
rurnusan output I atau indmd.icatorsll 
outcome OBS OBS 

Tabel 4 diatas menjelaskan kcterkaitan OAP, GBS dengan penyusunan TOR/KAK 
dan RKA/DPA. Hal penling YIUli perlu diperhar.ikan ada.lah hasi.l OAP dan OBS yang 
selartjutnya dokumen tersebut dijadikan acuan da.lRm penyusunan RKASKPO 



8.2 PEDOMAN PEVJ<SANMN PUO 

B.2.1 Pendahuluan 

Pengarusutemean Oemler dalam pembangunan adalah strategiyang d!gunakan 
untuk mengurangi kesenjangan emara pendudu.k laki-laki dan percmpuan 
dalam mengak11e1 dan mendapelkan manfaeJ pembruigufUUl, serte 
meningkatkan partisipesi dan mengonl.rol proees pembruigunan dengan tujuan 
untuk mencapai kaidilan dan kesetaraan gender yang merupaken upaya untuk 
menegakkan hak-hak pen:mpuan dan laki-la.ld alas kesempa.tan yang !lllllla, 
pengalruan yang .sam.a. dim pengharga.an yang sama dalam bemegara, 
berb&ngsa, dim bermuyarakat dan untuk memutikan pen:mpuan dan la.ki-laki 
mempunyai Ilk.Ms yang sama terhadap sumber da.ya, dapat N� 
dalarn pn)IICI pcngam.bJlan keputusan, memlliltl kesempetan dan peluang yang 
sama da.lam melakuka.n kofttrol, IICrta memperoleh ..aJ\('CIClt yang sruna 
terhadap pemba.ngunan. 

Pengaruautamsan gender dala.m pemt.ngunan pada dasarnya sudah dimula.i 
11ejak lnstruks! Pn:siden No.9 Tllhun 2000 tentang pelak111.naan 
Pengiuusu.lamaan Oemler (PUO) d.lllQm PembangunQn yang menginstruksikan 
pelaksanlllum pengarusuta.maan gender gu!lll terselcngpranya pen:ncanaan, 
penyusunan, pelak:u,naan, pemantauan, dan evaluasi atas kelajakan dan 
program pemba.ngunim nasional yang berperspektif gender ,esulU dengan 
bidllng tups dan fungsi, IICrlB kewenangan masing-masing. 
PUO dilalrukan dengan mengintegrasikan perspcktif fsudut pa.ndang) gender ke 
deism pro11Cs pemba.ngunan di 11Ctiap bidang. Pengintegrasian gender ke dalam 
pelakS8JUUU1 kebijllkan/Program/Kegiatan di eemua PO ale.an membuet 
penge.lokaSlllll sumberdaye pembangunan meajooi leblh dektif, akuntabel, dan 
adil dalam memberi manfaat kepada pen:mpuan dan leki-la.kl dan alum 
menghasilkan kebijakan publik yang leblh efektil untuk mewujudkan 
pembe.ngunan yang lebih adil dan merata b&gi. M:!uruh penduduk Kabupa.ten 
Pinra.ng , be.ik le.k:i-lak.i maupun pen:mpuan. 

Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah 
kabupaten/kota dilaksanakan melalui: 

a. pemenuhan standar Pelembagaan PUG; 

b. pengintegrasian perspektif Gender ke dalam kebijakan clan program 
pembangunan, yang meliputi pettncanaan, penyusunan, 
pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi; 

c. penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan 
mempertimbang.kan akses, partisipa.si, kontrol, dan manfaat yang 
setara antara perempuan dan laki-laki, yang memperhatikan aspirasi, 
kebutuhan, dan permasalahan spes.ifik percmpuan dan laki-laki; dan 

d. advokasi, fasilita.si, dan memberikan bantuan teknis kepada lembaga 
yang mempunyai fungsi legislasi dan inetanei vertikal di daerah 
terkait pelaksanaan PUG dan PPRG. 

Standar Pclembagaan PUG terdiri aw: 

a. komitmen kepala daerah kabupaten/kota; 

b. kebijakan dan program; 

c. kelembagaan yang terdiridari POKJA PUG, Tim Teknis/Onver PUG dan 
FOCCU Point; 

d. sumber daya; I 
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e. data terpilah menu rut jenis kelamin dan Statistik Gender; 
r. metode pelaksana.an; dan 

g. Partisipasi Masyarakat. 

Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten 
dilaksanakan scsuai dengan prosedur yang tcrdiri atas: 
a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebljakan pelaksanaan PUG 

kewenangan kabupaten/kota, meliputi: 
L harmonisasi dan sillkronisasi peraturan perundang-undangan, 

produk hukum daerah, dan kebijakan operasional tentang PUG; 
2. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembengunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta 
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daeni.h yang Rcsp:maif 
Gender; 

b. koordinaai dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan 
kabupatcn/kota, meliputi 
I. penyuaunan Pokja PUG; 

2. penyusunan rcncana kerja Pokja PUO; 
3. rapat koordinui Pokja PUG; dan 

4. pengmtegrasian data terpilah menurut jenis kelamin ke dalam 
Siatem Data Gender dan Anak; 

c. advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG tennasuk 
PPRG kewenangan kabupaten/kota, meliputi: 
I. rapat koordinasi teknis pelaksanaan PUG; 

2. bimbingan teknis dan pendampingan PPRG dalam penyuaunan 
program, kegiatan, dan ARG; dan 

3. £asilitasi dalam penyusunan kebijakan daerah yang Responsif 
Gender; dan 

d. aosialiaaei kebijakan pe\aku.naan PUG tennaauk PPRO kewenangan 
kabupaten/kota, meliputi: 

1. Discminasi kebijakan pelaksanaan PUG dan PPRG kepada 
pemangku kepentingan; dan 

2. Pengualan Partisipasi Masyarakat dalam pelakaanaan PUG. 

8.2.2 Kelembagaan PUG 

Kelembagaan PUG terdiri atas: 

1. Kelompok Kerja /POKJA PUG 
2. Tim Teknis/Penggera.k/Driver 
3. Focal Poltlt 
4. Forum Data Terpilah 



I. Kclompok Kcrja /POKJA PUG 

Pokja PUG Oacrah scbagaimana dimaksud pada Ayat (I) dibcntuk 
dcngan struktur kcanggotaan sebagai berikut; 

a. Kcpala Perangkat Oaerah yang mclaksanakan urusan pcmerintahan 
bidang Pcrencanaan Pembangunan Dacrah scbagai Kctua Pokja PUG 
Dacrah; 

b. Kcpala Perangkat Dacrah yang mclaksanakan urusan pcmcrintahan 
bidang pcmbcrdayaan pcrempuan scbagai Sckretaris Pokja PUG 
Dacrah; dan 

c. Anggota Pokja PUG Dacrah mcliputi scluruh Kcpala Perangkat 
Oacrah. 

2. Tim Teknis/Penggcrak/Oriver 

Tim Tcknis/Pcnggcrak/Driver bcranggotakan Apa.nuur Sipil Negara 
pada; 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pcrencanaan 
Pembangunan Oacrah (BAPPELlTBANGOA). 
Perangkat Oacrah yang mclaksanakan urusan Pcngawasan 
Pembangunan Daerah (INSPEKTORA11; 
Perangkat Dacrah yang mclaksanakan urusan Kcuangan dan Aset 
Dacrah (BPKAD); 
Perangkat Daerah yang mclakaanakan urusan Pembcrdayaan 
Maayarakat dan Dcsa (Dinaa PMD) 
Pcrangkat Dacrah yang mclaksanakan urusan Pemberdayaan 
Pcrempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) 

Ada pun pcran masing-masing Tim Tcknis/Penggcrak/ Dnver meliputi: 

BAPPEUTBANGDA : sebftga.i lcmbaga yang mcngkoordinaslka.n 
pcreacanaan mcnyusun panduan pcrcncanaan respcnstr gender {RPJMD, 
RKP, Renstra, Rcnja) 
INSPEICTORAT : sebngai lcmba.gn aupcrvia1 dan cvaluasi kegiatan 
mcmaaukkan ARO d11lam panduan pcnga.wasan dan mclakukan aupcrvi.si 
tcntang ARO 
BPKAD: seba.gai lembaga yang mcla.kukan koordinasl dan supcrv:isl 
pcnganggaran membuat Surat Edaran (cin:ular letterj untuk ARO 
Dinas PMD: sebegai kmbaga. y11ng mclakukan koordinasi, 1'1upcrvisi dan 
cvaluasi Pcnga.rusutllma,rn Gender di Dcs.v,. 
DP2KBP3A: 11ebaga.i pcnggerak dan ba.ntuan tcknie 11ubstansi PUG 
mcnyiapka.n dan mclaksanakan pclatihan/bimbmga.n/coaclung tcntang 
pcreneanaan, pcmantauan dan cvaluasi PUG. 

Prin11i1>-prin11lp Pola hubungan kcrja antara pcrangkat docrah adalah scbegai 
berlkut: 

a. Saling mcmbantu dan mcndukung untuk mcnin.gkalkan kincrja pclayanan 
publik yang bcrkdaqjutan; 

b. Sliling mcnghargai kcdudukan, tugas dsn 
masingmasing pcrangkat dncrah; 

c. Saling mcmberi manfaat; 

fungsi sert.a wcwenang 

I 



d. Saling mcndorong kcmandirian 1118sing-masing pcra.ngkat daerah yang 
mengacu pada pcningkatan kc,:nampuan pcnyelengpraan tugas-tugaa 
kepcmerlnlahan. 

e. Penyclenggaraan tugas, fungs.i, dan wewenang pcrengkat d.aerah dilalmkan 
melalui bubungan kerja yang mcliputi: konsultatif; kolegial; fungsional; 
struktural; dan koordi.natif. 

f. Pcla.ksallllllll hubungan kerja mempcrhatiklln ketcrbukaan, RJ,cuntabllitas, 
profceionalitas, dan keterpaduan. 

g. Tcrdapat Hubungan kcrja yang mcliputi bcbcrapa aspck 

h. Pcnyu!lllnan dan pcnct.apan kcl>1ja.kan untuk dijadikan pcdoman dan arahan 
bog! scmua instansi terkait; 

I. Penct.apen rcncana stratcgis yang mclibatkan scmua inslansi terkah; 

j. Pcngintcgrasian rcncana progi-am dari bcroagaI instansi, lembega, dan 
organisalli melalui rapat koordinaSI; 

k. Pcmbah.asan bcrbagal hal yang pcrlu dikom,ultasikan dan ditangani bcrsa.ma 
mclalul temu konsult.asl; 

I. Pcmbcntukan gugus kcrja ya.o,; melibetkan berbegai instansi terkart untuk 
menangani berbagai J)Cl"$00lan yang pcrlu dipccahkan sccara bersama; 

m. l'cmbcntukan blll.dan/lembftga/wadah yang diperlukan unluk mcnangani 
fungsi-fungsi koordinasi pcmbinaan sec.am lllCnyeluruh; dan 

n. pcnclitian dan pengembangan, pcm.ant.auan, dan cvoluas1 pclaksana.a.n 
program dan koordinasi pelalfflanaan program. 

3. Focal Point 
Focal point terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tu gas 
perencanaan dan/atau program dan ditctapkan olch Kcpela Perangkat 
Daerah. 

4. Forum Data Tcrpilah 
Forum Data Terpilah yang terdiri dari sub begian perencanaan atau 
unit pelaporan internal atau eksternal perangkat daerah melakukan 
Penyusunan profi.l gender dacrah, profil gender scktoral, dan statistika 
data terpilah gender. 
Pengertian Data Terpilah 
Oata terpilih menurut jcnis kclamin adalah data yang dipilih mcnurut 
kdompok le.ki-Iaki da.n pcrcmpuan, scdangkan gender statistik adalah data 
terpilab menurut jenis kdamin yang menunjukkan isu gender. Bcntuk data 
tcrpllllh biM kuantitatif dan bi.sa ula kualitalif. Dcngan memfaktakan data 
tcrpilab da1aJn pcnyusunan pcreOCAnaan program dan 11:cgiatan dapat 
dikctahui pos!si, 11:ondisi, dan kebutuhan masyaralc.et pcrempuan dan laki­ 
laki dalam berbeg.a.i bidang pcmbllngunan, scrta pcrmasalahan yang dihadapi 
dalam upaya mcngurangi kcscnjongan. Umumnya data dika.11.kan dcngan 
tcmput dan waktu, pcnyebutan temput dan waktu mcnjodi satu ha! yang 
pcnting, scbab data akan berubah-ubah dari waktu kc waktu, dan juga 
berbcda mcnurut tcmpe.1.nya Dalam kootcks pcnerapan PPR0 di daerah, data 
terpilah mcnurutjcnis kclamin dan gender statistik sangat dipcrluka.n untuk 
mcmfonnulasikan kcbiJakan pcmbangunao. 

Terdapat bcbcrapu jerus data, scbagiti bcrikut : 

a. Jeni& data menurut sumbcr dapat dibedabn atas data internal dan data 
,,,.,=L Dsra in"'=' m,ouojukk,o dara , ... "'�um,,., dari lmernel i 



(SKPD), se<l.angkan data ekstemal berarti data yang ber3umber dari piha.k 
luar (diluar SKPD). Cara untuk mendape.tkan data ter,cbul dape.t berupa 
data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dihimpun, 
disusun, diolah, dan dlsajlkan sendlri ok:h lembaga yang membuat da\8. 
Umumnya data primer beri3ikan dat.!I yang sifatnya spesifik tentang suatu 
ms.salah, sementam data sekunder berisikan dat.!I yang sifatnya umum 
(makrol tcntang suatu masalah. 

b. Jenls data menurul waktu. Pt:ngumpulan data atas dasar perspektlf 
waktu dapat dlbedakan menjadi data run tun waktu (time serles) d.an data 
lintas tempat (cross section). Data runtun waktu dape.t dlsebut pule 
sebagai data historis menurut cakupru1 waktu. Data runtun waktu bisa 
berwujud ke delam Batuan tahun, lruartal, bulan, minggu. hari, atau 
ukura.n waktu yang k:bih kecil. Data lintas tcmpat sebagai data mengene.i 
banyak obyek dengan satu unit waktu. Banyak obyek bisa berisika.n 
dimensi temper. 

c. Jenis data menurut bentuknya. Data menurut bentuknya dapatd1be<lakan 
menjadi data kuantitatif den data kualitatif. Data kuantitatif adalah data 
yang mencatat fakta yang diwujudkll.n dalam angkal numerik. Sedangkan 
data kualitatif ad.alah data yang merekam fakta buka.n dalrun bentuk 
angkat numerik melainka.n dalam bentuk kal.egori yang sifauiya leblh 
deskriptif. Pt:ocatatan data lruantitatif biasanya menuunakan stander 
pengukuran yang tetap clan lebih pasti, sedengkan pencatatan data 
kualnatif menggunakan standar yang k:bih fieksibel dan bahkan lebih 
aubjektif. 

Manfaat Data Terpilah 

Manfaat data yang aifatnya terpilah menurut jenis kelamm maupun yang 
belum pad.a dasamya adalah untuk membuat keputusan be.gi para pembuat 
keputusan (decision makers). Manfaal dalB dalam kontcks pelakllllNUlll PUO 
dalaln pembangunan adaJah sebagai prasyarat b8gi pembuat keputusan 
untuk perumusan kebiJakan, program, dan kegiatan, aelain itu data dijadilt&n 
dasar untuk melakuk.an evaluaai kinerja. 

Dengan data yang dikumpulkan aetie.p SKPD, de pat diketahui kinerja daerah 
atau inembandl.ngkan hasil capaian kinerjo. dari pelakaanaa.n PUO. Adapun 
manfaat dari de.ta tcrpilah adalah ; 

a) Mengetahui kondisi dan siruasi perempuan dan lakl·Iaki di berbe.gai bidang 
pembe.ngunan alas pelaksanaan PUO. 

b) Menjelaskan perbedaan dari nilai-nilai, perana.n, situa.si, kondisi, e.spirasi, 
dan kebutuhan perempuan dan lakl·la.ki menu rut po1.ensi yang d.imiliki. 

c) Sebagai alat melakukan analis.is gender, unWk mengel.Bhui permasalahan 
isu gender dan mengukur ada tidaknya ke!ltnjangan gender. 

I 



B.3 PEDOMAN PENGAWASAN PUO 

B.3.1 Pendahulwm 

Tahapan pengawasan pelaksanaan PPRG adalah tahap--tahap kegiatan 
yang harus dila:ksanakan dalarn rangka mengawasi pelaksanaan PPRO 
o\eh Pemerintah Daerah. Maaing-rnas1ng tahapan memiliki tujuan dan 
manfaat tertentu untuk memaatikan tujuan pengawa.san yang telah 
ditetapkan dapat tercapai. Pengawasan pelaksanaan PPRO 
dimakaudkan untuk mengetahui praktik penyusunan dan 
pelaksanaan atas OBS yang tclah disusun untuk mengctahui sejauh 
mana SKPD memenuhi komitmen menyusun GBS, pemenuhan 
kualitaa GBS dan pelaksanaan OBS. Alur tahapan utama pengawasan 
pelakaanaan PPRG untuk Pemerintah Dacrah adalah &ebe.gai berikut: 

• 

B.3.2 Tahapan Perencanaan Pengawasan 

Tahapan ini merupakan langkah-langkah peraiapan yang harua dilakukan 
dalam pengawasan terhadap pelaksa.naan PPRG di tingkat pemerintah 
daerah, yang mencakup: 

a. penyusunan PKPT yang dtdalamnya memuat kegiatan pengawasan 
PPRG, 

b. pembuatan surat pemberitahuan dan surat tugas, .erta 
c. eurvet pendahuluan. 

a. Penyusunan PKPT 
Penyuaunan PKPT yang didalamnya tcrcakup Kcgiatan Pengawasan 
PPRO Setiap tahun lnapektorat daerah menyusun Program Kerja 
Pengawasan Tahunan {PKPT) aeauai dengan kebutuhan daerah yang 

\ 



berpedoman pada kcbijakan pengawasan tahunan yang diterbitkan 
o\eh Kemcnterian Dalam Ncgcri dalam bcntuk Pcraturan Mcntcri 
Dalam Negeri. Terkait dengan pengawasa.n pelaksanaan PPRO di 
provinsi/kabupatcn/kota bcrsangkutan, inspektorat daerah perlu 
memasukkan kegiatan pengawasan pclaksanaan PPRO dalam PKPT, 
obyck pengawasan, SDM, waktu dan anggaran yang dibutuhkan. 

Kegiatan Pcngawasan Pc\aksanaan PPRO dapat disuaun dengan dua 
altcmatif: 
11 altcmatif pertama, yrutu kegiatan pcngawasan PPRO merupakan 
jenis Pcngawaaan Tertcntu schingga dalam PKPT dimasukkan scbagaj 
salah aatu kegiatan yang akan dilaksanakan 
2) a1tcmatif kedua, yaitu kegiatan pengawasan PPRO menjadi bagian 
dari Pcngawasan Reguler schingga dalam PKPT cukup ditambahkan 
kcterangan yang menyebutkan bahwa "pengawa.san pelaksanaan 
PPRO akan menjadi bagian dari pengawasan reguler". 

Kedua altematlf ini bisa dipilih oleh Pcmerintah Daerah scsuai dengan 
kebutuhan dan kondret setempat. 

b. Pcnyusunan Tim Pcngawas 

Dalam rangka menjamin kua1itas basil pengawasan pelaksanaan 
PPRO, Pcnyusunan tim pengawas dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan persyaratan kompetensi yang secara kolektif 
harus terpenuhi, yaitu: 
11 menguasa.i Juklak PPRO untuk pemerintah daerah yang merupakan 

lampiran dari SEB 4 Menteri tentang Stratcgi Nasional Pcrcepatan 
PUO melalui PPRO; 

2) menguasai peraturan perundangan terkait PUO dan PPRO; 
3) memahami prosea bisnis sikJus APBD, mulai dari perencanaa.n, 
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD; 
4) memahami analisia gender dan penyusunan OBS; 
5) menguasa.i daaar-dasar pengawasan; 
6) menguasa.i teknik komunikasi; dan 
7) memahami ana1isis basis data. 

Tim pengawas sckurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu 
Anggota Tim (AT) dan Ketua Tim (KT). Apa.bile diper!ukan dapat 
dilengkapi dengan Pcngendali Teknis (PT) dan Pcngendali Mutu (PM) 
untuk dapat lebih menjamin pengendalian mutu hasil pengawasan. 

Sebclum melakukan pengawasan, pengawas perlu mendapatka.n 
pembekalan awal mengenai PPRO, baik dengan mengikutl pelatihan, 
maupun mempelajari secara mandiri Pctunjuk Pelaksanaan PPRO. 

c. Pembuatan Surat Pcmberitahuan dan Surat 'tugee 

Sebagai dasar pelaksanaan penugasan pengawasan pelaksanaan PPRO 
di daerah bersanglrutan, maka pimpinan Jnspektorat membuat dan t 



menandatangan1 surat tugas pengawasan. Surat tugas pengawasan 
sekurang·kurangnya menjelaskan mengenai pemberi tugas (pimpinan 
inspektorat atau sekretaris) dan susunan tim, tltjuan, ruang lingkup, 
lokasi, serta jangka waktu pelaksanaan pengawaaan. Contoh bentuk 
surat tugas disejikan pa.de Format 1. 
Surat tugas dan surat pemberitahuan kepada obyek pengawasan 
dikirim paling lambat I (satu) minggu sebelum pengawasan dilakukan. 
Surat pemberitahuan mencakup: 
I) rencana pelaksanaan pengawasan PPRG; 
2) permintaan bahan-bahan, berupa data dan informasi yang berkaitan 

dengan pe\akaanaan PPRG, khususnya lcmbar OBS yang sudah 
diausun dan laporan terkait dengan program/kegiatan yang telah 
disusun GBS-nya berikut implementasinya. Format laporan 
pelaksanaan OBS depat dilihat pa.de Format 2; dan 

3) su:lunan tim pengawaean. 
FORMAT I: FORMULIRSUIATTUCAS 

[Pe•1W:dlP�"P*'I----! __ , 
SURAT DICM 
P.. ... T11p1J 

iupckl• Pwilub � __ cbpn ini -isasba k .... 
)'QI lcrtll'illm di bn'1, iai : 

';;; - - - ' ,_ NIP - • -· � - 
AT/UIPTIPM �· uabYIUJ 
ATIKTIPTIPM (pilil 5Ulb 11111} 

ATIKTIPT/PM (pillll 5Ulb Siii!) 

untuk melaksanakan pengawasan etas Pelaksanaan Perencanaan 
Penganggaran Responaif Gender untuk tahun anggaran 
............................. Pengawasan dima.kaud ditujukan untuk 
memberikan keyakinan terbatas mengenai efektivitas pelaksanean 
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk 
memaatikan setiap program/keg,ata.n APBD depe.t membc:rikan 
manfaat yang edil bagi seluruh Japiaan masyarakat baik laki-lak1 
maupun perempuan. Ruang Ungkup pengawesan adalah penela.ahan 
atas Gender Budget Statement{GBS) d.an dokumen perencanaan 
penganggaran yang terkait serta proses pelakaanaan Gender Budget 
Statement pa.de SKPO bc:rikut ini: 
• Dinaa . 

.... Dinas . 
• Badan . 
e Kantor . 
• Dan aeteruanya (diaesuaikan dengan jumlah SKPD yang menjed, 
obyek pengawasa.n). t 



Pengawasan dilaksana.kan selama j J hari, mulai tanggal 
[tangga] mulai] sampai dengan tanggal ftanggal seleaaiJ. 

Demikian sure.t tugas ini dibue.t untuk dilaJcsane.kan dengan sebaik­ 
baiknye.. 

(Tempat), [Te.ngga]-Bulan-Tahunl 
lnspektur Kabupaten 

[Nama TerangJ 
/NIP] 

-T<i:rcn ..... "'ll tM"1tntMUMG91 �----=== 
:l«l'D· ---·---- - ··- - 
TA • ·--· ·-----···-- 

'" Jjj• IUIMI) ·- ' ' ---· 
'" 

- ... ,......... _ ............ - ............. ..._ -·-- ------- ,. - ..... -_ ....... op�- --·--·--· ..... --... -- .. - ·- --� - ·- ,,,. . ......_ ·-- ....,.,_..; ----..... ,...,..,., . - .. ..- ....... .._)O_, �u� •••••-�•••••"< ----- -- - ----·-·· 

-·· 

-· 
d. Pcmahaman Obyek Pengawasan Pemahame.n atae obyek pengawase.n 

dimaksudkan untuk mendapatkan gambe.ran mengenai proses bisnis 
de.n penyelenggaraan PPRG peda SKPD berse.ngkutan guna memahami 
garis besaT prose, penyusune.n program/kegiatan di SKPD yang di 
dalamnya terdapat proses e.na1isis gender, penyusunan OBS, proses 
pelakaanaan prognun/kegiatan yang telah memiliki CBS dan SOM I 



yang melaksanakannya. Pemahaman teraebut antant lain dila.kukan 
dengan memahami: 
I) pcraturan dan ketentuan terkait Perencanaan Penganggaran 

Responsif Gender, baik berupa peraturan dan ketentuan yang 
diterbitkan o!eh pcmerintah pusat dan pemerintah daerah 
bersangkutan; 

2) proses pcnyusunan OBS program/kegiatan tahun berjalan atau 
periode tahun aebelumnya; 

31 laporan hasil pcngawaaan pclaksanaan PPRG tahun sebelumnya; 
d= 

4) bagan organiaasi SKPD, khususnya pada unit yang melaksanakan 
program/kegiatan yang memiliki OBS, tennasuk pcmahaman ataa 
kompctcnsi mcngcnai PPRO. 

B.3.2 Taha.pan Pelaksanaan Pengawasan 

Tahapan ini mcncakup langkah-Jangkah kegiatan yang merupakan inti dan 
kegiatan pengawasan pclaksanaan PPRG yang dapat dilihat dalam diagram 
berikut ini: 

t 



a. Langkah Pertama: Mcnentukan Kritcria 
Pada ta.hap ini, yang dil.akukan adalah mcnyusun kriteria dan st.andar 

berdaaarkan Stratcgi Nasional Perttpatan PUG melalui PPRO, 
kcbijakan dacrah tentang PPRG (baik dalatn bentuk peraturan dacrah, 
peraturan kcpala d.acrah, da.n bentuk Jainnya) dan dokumen 
pcrencanaan dan pcnganggaran dacrah (tcrut.ama RPJMD, RKPD dan 
APBD). 

SEB Empat Mcntcri Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG 
memberikan arah sebagai beMkut: "Da.lam mclaksanakan PPRG yang 
dibiayai oleh APBD, Pemcrinta.h Dacrah agar: 
I) mcngutamakan program-program prioritas pcmbe.ngunan dacrah 
yang mendukung pcncapai.an prioritas pcmbangunan nasional dan 
target-target MDGs, dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra SKPD, 
RKPD, dan RKA-SKPD; 
2) mcmilih/mencntukan program utama untuk dimasukkan pada awal 
pcnerapan PPRO; sena 
3) mcnyerahkan dokumcn PPRO yang ditunjukkan dcngan Lemb.ar 
Anggaran Responsif Gender - Lembar ARG (at.au discbut GBSGender 
Budget Statement), yang tel.ah disusun, kcpada BAKD (Badan 
Administrasi Kcuangan Da.erahJ ateu sebutan lain, dan sa.linan kcpada 
&ppeda (Sadan Pcrencanaan Pemtxmgunan Daerah) dan &dan/Biro 
Pemberdayaan Percmpuan a.tau scbutan lain, scrta mcnyerahkan 
satin.an dokumen PPRG bersamaan dengan salinan Renja Dacrah 
kcpada Mentcri Dal.am Negeri cq Direktorat Jenderal Bina 
Pcmbangunan Daerah." 

Dcngan demikian, OBS merupakan dokumen yang pcrlu disusun oleh 
SKPD di program/kcgiatan tcrpilih sebagai bukti bahwa PPRG tclah 
dilaksa.nakan olch SKPO bcrsangkutan. 

Kntcri.a yang digunakan dalam pengawasan pclaksanaan PPRO adalah 
kritcri.a yang disusun berdasar berda.sarkan Juklak PPRG untuk 
Pemerinta.h Dacrah, yang mencakup: 
II pcmcnuhan ataa kcterscdiaan GBS; 
21 kualitaa OBS; dan 
31 pclaksanaan OBS. 

Di tingkat daerah, kebijakan tcrka:it PPRG juga dijadikan standar 
scbagai bentuk penycsuaian atas kebijakan pclakaanaan PPRG yang 
tercantum dalam Stranas Pcrttpatan PUG mclalui PPRO, Pcraturan 
Mentcri DaJa.m Negeri Nomor 27 Tahun 2014, dan Pcraturan Menteri 
Oalam Ncgeri Nomor 37 Ta.hun 2014. Namun dcnukian, dalam hal 
daerah beraangkutan be\um mcmiliki kebijakan khusua tcrkait PPRO, 
maka kcbijakan di tingkat naaional yang dapat dijadikan kritcria. 

Penjclasan at.as masing-masing kriteri.a adalah sebagai bcrikut: 
I) Pemcnuhan at.as ketersediaan OBS Regulasi yang ada memandatkan 
SKPD untuk menyuaun OBS aebagai bentuk nyata komitmen SKPD 
dal.am mclak.sanak.an PPRG. Jumlah OBS yang disusun per SKPD: 
discsuaikan dcngan isi kebijak.an dacrah tentang PPRG. '" 



Beberapa Pemerintah Daerah meminta SKPD untuk menyusun OBS 
minimal I (ss.tu) program/kegiatan priorita.s di SKPD bersangkutan 
dan hal ini dimuat seeara jelu dalam regulasi pemerintah daerah 
terkait PPRO; dan disesuaikan dengan isu gender di sektor terkait dan 
setidaknya ada ss.tu program/kegiatan untuk mengatasi isu gender 
terkait memiliki Lembar OBS. T'im pengawas menentukan kriteria 
sesuai dengan kondisi daerah. 

2) Kualitas OBS. 
OBS adalah Pernyataan Anggaran Gender (PAO) disebut juga dengan 

Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARO) merupakan 
dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender dan disusun oleh 
lembaga pemerintah untuk menginfonnasikan suatu kegiatan telah 
responsifterhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan 
dana yang memadai pada kegiatan bersangk:utan untuk menangani 
permaaalahan gender teraebut. Lembar OBS merupe.kan instrumen 
untuk memastikan komitmen pemerintah untuk mengatasJ lsu gender 
yang teridentifikasi dalam proses analisis gender. 

Lem bar OBS yang diharapkan disusun oleh SKPD adalah Lembar OBS 
yang berkualitas, yaitu: 
a] program/kegiatan yang dipilih untuk disusun OBS merupakan 

program strategis dan prioritas, yaitu program/kegiatan yang 
mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan 
target-target MDGs; • merupakan kegiatan prioritas sebagaimana 
tennuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daera.h, 
khususnya RPJMD dan RKPD; dan • pcnting dilakukan untuk 
mengatasi isu gender di sektor terkait. 

b) analisis situ8l'Ji menyajikan data yang relevan, baik berupa data 
terpilah atau data speaifik gender; 

c) analisis situasi menyejikan isu gender secara jelas; 
d) ada keterkaitan secara logia ant.are. analisis situasi dengan rencana 

aksi dan indikator kinerja; dan 
e) indikator kinerja SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, 

Ttmebond). 

31 Peiak3anaan OBS 
Program/kegiatan yang telah memiliki Lembar OBS akan 
mengalami siklus APBD sebagaimana program/kegiatan pada 
umumnya, yaitu program/kegiatan teraebut dilaksanakan. Dalam 
pelaksanaannya, lembar OBS diharapkan dijadikan acuan oleh 
pelaksana kegiatan sehingga indikator output yang telah disusun 
dapat tercapai 

b. Langkah Kedua; Mengukur Program/Kegiata.n yang Dilakukan 

Langkah ini drlakukan dengan mendapatkan inlonnasi mengenai 
program/ kegiatan yang dilakukan, baik melahn review dokumen 
maupun wawancara atau diskusi dengan pihak pelaksana kegiatan dan 
penerima manraat. Pengumpulan mfo=,; dffoku,kan untuk I 



mcngetahui praktik pclaksanaan PPRG di tingkat SKPD achingga 
pcngawas memiliki data dan infonnasi yang mcmadai terkait tiga aspck 
yang ditetapkan, ye..itu keter&ediaan OBS, kualitas OBS dan pelaksanaan 
OBS. 

Aktivitas pengumpulan data dan/atau informasi dapatdilakukan dengan 
meminta. para pclaksana program/kcgiatan yang mcmiliki OBS terpilih 
untuk hadir pad a saat pelaksanaan pcngawasan dengan menyiapkan dan 
membawa data dan/atau infonnasi yang dibutuhkan oleh pcngawas, 
acperti OBS, RKA-SKPD, DPA SKPD, Terms of Reference (TOR) Kegiatan, 
Laporan Pelaksanaan Kegiatan, laporan Keuangan SKPD, dan dokumen 
pcrencana.an pcnganggaran yang terkait, mulai dari dokumcn RPJMD, 
Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS·APBD, dan LA.KIP. Setclah 
mcndapatkan dokumen dan data-data yang dibutuhkan, tim pengawas 
melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen tersebut. Proses 
penelaahan dibantu oleh Daftar Materi �ngawasan (DMP) berikut ini 

T-1 11 •l1Dwftar_,._ __ - - -- � - - • • -- • -- - -- • _ ........ - 
• ---- • ---- • - • - 
• - - -- .. - .. - - • - - • - - • . -- - 
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c. Langkah Ketiga: Mcmbandingkan Realisasi dengan Kriteria 

Langkah ini dilakukan dengan membe.ndingkan antara haail 
pengukuran kegiatan dengan kriteria dan etandar yang telah 
ditetapkan di Jangkah pertama. Dalam mcmbandingkan antara 
realisasi dengan kriteria dan standar, pengawas perlu mcmlokuskan 
pa.da kriteria sebegaimana kriteria tabel berikut ini: 

[ii. _,.. ""'1ll1A 
L I I M , . ' ,. � ........ 1. l'ffaru�n Meffiffl SKM> men)......, GBS 

btnwdWla Dll1m N�n Nomo< G,S 67 Tahun 2011 Paul SA 
II. SCI Slr-s Pe,rt-!ln 

PUG -'-ii PP!IG ,. 11'.ulitnGb a. SE8Slr1NS��t11n b. '"'sr1m/1<e,;.1 .. ,, .... dip,ilih 
PUG melilui PPRG untuk cllwsun GM� 

Pl'"l••m si,11rp; d..,, priolitn. 
.,allup�.,y.,,: 
• IN'ndut...., PMUpa�n 

p,lorltM pemboncunan 
ri.sional ditR tar,:e-Mars,M 
• os, 

• �u� �ltan l)r!OnllS 
_p...._tffmuat�- 
dolru""'n perenunHn 
prml>Ml1� c!Hfll'I, 
khUllHR'/1 RPJl.40 Hn RlPO 

• penti"I d.a.i,.,1,;a,.. untuk 
men&'1HI lsu Cffl(le:r d, �ktor 
INklll 

1. �unl"k �ltll:wl>Hn b. AN11si$ srtYMi �ljibn � 
Pf>RG-;acai 1amp;,1n �"I ,.�.._ bail,; �upa data 
Soan .. t>.n:�1an 1e1p,b,h ata, ct.ta "l)ftifi• 
PUG �ui PPRG ........ 

•• � -" D. --11,S srt1H .. �··-· IIU 
PPRG � i.mp1r1n lffldtr stafl .ieln 
SlranilJ �rcepaf111 
PUG IIINlui PPJIG 

c. Pttunjuk l"Nkwlliin d. Ada kcterkll�an iotCifl locfs 
l'PIIG wb,pl i.mti111n ffllMI iNki, $1{UUl denpr, 
StriNIH P'ef'U91!iNI rfl!CINI .Si dan indoU!Of 
PUG mNtui f'PRG li-· 

a ,... ........ Per1ruran Me,u� lndlU1or 0111p1111m:ap,oi 
GIS 01l1m Nqtn NOmOf 

ll Tlhun 2006 

t 



Sebagai bagian dali pertanggungjawaba.n dan dokumentasi 
pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan PPRO, maka pengawas 
harus menyusun Kertas Kerja Pengawasan (KKP), untuk menjelaskan 
mengcnai: 

1. pihak yang melakukan pcngawasan {lnspektorat); 
2. pada SKPD mana pengawasan pelaksanaan PPRO dilakukan; 
3. aspek pelaksanaan PPRG yang diawasi; 

d,a pengawasan 4. hasil pelaksanaan langkah-la.ngkah 
simpulan/catatan pcngawasan. 

Untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu pengawasan yang 
dilakukan, maka KKP yang drsueun oleh AT harus direview oleh KT, 
untuk sela.njutnya disetujui oleh PT atau supervisor apabila 
diperlukan. Review dan persetujuan atas KKP dibuktikan dengan 
membubuhkan inisial, para(/tanda tangan dan tanggal saat KKP 

f tersebut direview dan disetujui. 
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d. Langkah Keempat: Membenkan Saran dan Rekomendasi Perbaikan 

Berdasarkan temuan yang didapatkan pada langkah ketiga, pengawas 
menyusun aaran dan rekomendasi perbaikan. Rekornendasi difokuakan 
pada perbaika.n pelaksanaan PPRG di masa berikutnya yang dtsesuaikan 
dengan capaian pelaksanaan PPRG saat ini. 

Materi inti rekomendasi adalah sebagai berikut: 

I) bagl SKPO yang belum menyusun OBS, maka rekomendasi ditekankan 
pada perlunya komitmen SKPO untuk menyusun OBS. 

2) bagi SKPD yang sudah menyuaun OBS, namun belum berkualitas, 
maka rekomendasi ditekankan untuk meningkalkan kualitas dari OBS 
yang disusun. 

3) bag! SKPD yang sudah menyusun OBS dan sudah beTkualitas, maka 
rekomendasi ditekankan pada penguatan implementasi dan 
pengembangan. 

e. Langkah kelima : Memaparkan Hasil Temuan dan Rekomendasi 

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyampaikan hasil temuan dan 
aaran rekomendasi yang disusun dalam proses pengawasan kepada 
pelaksana. Pemapa.ran ini bertujuan untuk mendapatkan tanggapan atau 
klarifikasi agar pengawasan tidak hanya dilakukan secarn eepihek. 
Masukan yang didapat dalam tahapan ini digunakan sebagai bah an untuk 
menyusun laporan. 

f. Langkah Keenarn: Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Tahun 
sebelumnya 

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah mendapatkan infonnasi mengenai 
sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan atas saran dan 
rekomendasi laporan haail pengawasan tahun sebelumnya. Pengawas 
perlu mencatat hal-hal yang telah dilaksanakan dan capaiannya serta 
kendala yang dihadapi dalam me!aksanakan rekomendasi tahun 
sebelumnya. Hasil dari pemantauan tindak lanjut akan dituangkan dalarn 
draft Laporan, di bah tentang pemantauan tindak lanjut. 

g. Langkah Ketujuh: Menyusun Laporan 

Pada taha.p ini, yang dilakukan adalah menyusun Japoran yang bahannya 
berasal dari output yang dihasilkan dari Jangkah-langkah sebelumnya. 
Laporan disuaun berdasarkan format Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 23 Tahun 2007. 

Bentuk laporan yang disajtkan disesuaikan dengan bentuk pengawasan 
yang dipilih. Bagi Pemerintah Daerah yang memilih pengawasan reguler, 
maka format laporan mengacu pada Lampiran II Penuuran Menteri 
Dawn Negcri Nomo, 23 'rehcn 2007, dengan menambahkan eub bab I 



khusus di Bab 2. yaitu menambahkan sub bab mengenai Hasil 
Pcngawaaan Pclaksanaan PPRG. 
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Tahapan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Pe\aksanaan PPRG dan 
Pemantauan Tindak Lanjut 

Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan yang di!akukan dalam rangka 
mengkomunikasikan hasil pengawaean pelaksanaan PPRG da1am bentuk 
Laporan Ha.sil Pengawasan kepada para pemangku kepentingan dalam 
rangka perbailcan pclaksanaan PPRG di Pemda beraangkutan di masa yang 
akan datang. Pemangku kepentingan utama mencakup kepala daerah, Pokja 
PUG/Sekber/Tim Teknis ARG/Jembaga scjenis, TAPD, eerta SKPO yang 
mcnjadi obyck pengawasan. 

Rekomendasi Tindak Lanjut merupakan satu agenda yang harus 
disampa.ikan kepada para pemangku kepentingan ini untuk &elanjutnya bisa 
dituronkan dalam rencana kerja rnasing-masing SKPD sesuai dengan 
perannya dalam rangka perbaikan pelaksanaan PPRG di mas.a benkutnya 
Untuk memastikan rcncana tindak lanjut teraebut, \aporan hasil 
pcngawasan PPRO di SKPO dikirimkan kcpada pimpinan SKPO dan Bappeda. 
Selanjutnya Bappeda melakukan kajian dari hasil pengendalian dan evaluasi 
dari SKPD dan mengirimkan umpan bahk kepada SKPD. Bappcda Kab/Kota 
dan Bappeda Provinsi menghimpun dan membuat rckapitula.si basil 
pcngcndalian dari SKPD dan unit kcrja lainnya di Kantor Bupati/Walikota 
dan Gubemur scrta mcngirimkan haail rangkuman tcracbut kcpada 
Bupati/Walikota dan Gubcmur. 

Selanjutnya Bupati/Walikota mcngirimkan rangkuman hasil pengcndalian 
dan cvaluasi di daerah kerjanya kepada Gubemur dan Gubemur mclakukan 
pcnclaahan hasil pcngendalian dan evaluaai tcrsebut acna mengirimkan 
umpe.n balik kc Bupati/Walikota. Gubcmur mcngirimkan rekapitulaai haail 
pcngendalian dan evaluasi provinsi yang mcngandung hast.I pengcndalian 
dan cvaluasi dari scluruh SKPO provinSL dan scluruh kabupatcn/kota di 
wila.yahnya kepada Bappcnaa, Kementcrian PP-PA dan Kementcrian Dalarn 
Negeri. Kementerian PP-PA dan Kementenan Dalam Ncgcri mengirimkan 
umpe.n batik hasil pcmantauan dan evaluasi kcpada Gubemur. 

Peran pcnting Jnspcktorat di tahap ini adalah mcmastikan rekomcndasi 
lindak lanjut dilaksanakan olch pihak rerkan. Laporan hasil pcngawasan 
pclakaanaan PPRG merupakan bagian dari monitoring dan evaluaai PPRG. 
Berikut adalah alur pclaporan haail pcngawasan pclaksanaan PPRG aejalan 
dengan alur pelaporan monitoring dan evaluasi PPRG yang tcrcantum dalam I Juklak PPRG 



B.4 PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASJ PUG DI DAERAH 

8.4.1 P£NDAHUlUAN 

Konsep Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG Pemantauan dan 
evaluasi adalah suatu komponen utama dalam proses manajemen untuk 
mcmantau, mengendalikan, mcnilai dan mclaporkan seluruh pclaksa.naan 
program sena kcgiatan yang tclah direncanakan sebelumnya agar lebih 
cfcktif dan efisien (KPP UNDP, 2007). Pengcrtian monitoring {dalam panduan 
ini disebut pemantauan) menurut Casley and Lucy (1981) adalah suatu 
bagian integra] dari aiklua ma.najcmcn dimana di dalamnya dilakukan 
pcngccckan dan pcncatatan kondisi dan situaai proyck eerta faktor-faktor 
luar yang mcmpcngaruhi pcrcncanaan dan pclaksanaan kcgiatan. 
Ocngan melakukan pcmantauan tersebut, sccara dini dapat diketahui 
apakah kcgiatan tclah dilaksanakan; input {masukanJ telah disalurkan 
sesuai jumlah, kualitafl dan waktu penyalurannya, aerta digunakan 
sebagaimana mcstinyfl; output (keluaran) lelah tercapai: dan 
tindakantindakan yang diperlukan telah diambil scsuai dengan rencana. 
Pemantauan dapat juga didefinisikan scbagai kegiatan mengarnati 
perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi scrta 
mcngantisipasi pennasalahan yang timbul dsm/ atau akan timbul untuk 
dapat drambil tindakan sedini mungkin. 
Mengacu kepada pegertian pemantauan diatas, pemantauan dapat diartikan 
sebagai suatu kegiatan observa81 yang berlangsung terus menerus untuk 
memastikan dan mengendalikan keserasian pelakeanaan program/kegiatan 
dengan pcrencanaan yang tclah ditetapkan yang dalam ha! ini adalah 
pelaksanaan PPRG. 

Prin:s.ip Pemantauan Dan Evaluasi 

Prinaip-prinaip pelaksanaan pemantauan antara lain adalah dilakukan 
eecara terus menerua, menjadi umpan balik tcrhadap perbaikan 
program/kegiatan, berguna bagi organisaai, bereifat objektif, berorientaai 
pada peraturan yang berlaku serta berorientaei kcpada tujuan program. 
Sedangkan pengcrt.lan evaluasi dapat diambil dari beberapa pendapat para 
ahli antara lain Soedijanto (1996) yang menyatakan bahwa evaluasi adalah 
aebuah proses yang terdiri dari ranglcaian kegiatan mengukur dan menilai 
auatu program/kegiatan. Evaluaai dapat diartikan scbaga.i suatu tckmk 
penilaian kuaJitas prognun/kegiatan yang dilakukan secara berkala melalui 
metode yang tepat. Pada hakekatnyaevaJuasi djyakini sang.at berperan dalam 
upaya meningkatkan kualitas operaaional suatu program dsn berkontlibusi 
pcnting daJam memandu pembuat kebijakan di scluruh strata organisasi. 
Evaluasi kegiatan pengintcgraaian iau gender dalam PPRO di bidang 
pembangunan dilakukan dengan menilai sumberdaya (input) yang 
digunakan, kinerja keluaran (output) serta basil (outcome) dari kegiatan 
PPRG tcrsebut. Haail evaluasi akan digunakan oleh para pcngambil 
kebijakan di set.lap strata pcmerintahan daerah untuk menilai apakah 
pelaksanaan PPRG memberikan dampak positifterhadap upaya mewuJudkan 
kcsetaraan gender di daerah dan dapat pula membcri gambaran tcntang 
kinerja SKPD. khususnya dalam program yang memiliki daya ungkn tinggi 
terhadap pencapaian kesetaraan gender. 
Prinaip dari evaluasi adalah: tcrcncana, rclevan, objektif, dapat dibuktikan 
dan terukur, bersifat kesinambungan, spesifik dan layak serta menyeluruh. t 



Dalam melaksanakan pemantauan dan evalua.si pelaksanan PPRG para 
pelaksana harus memahami iau gender aena dilengkapi dengan 1natrumen 
khuaue yang dapa1 menemukan adanya keeenjangan gender eecara tepat dan 
dapat memperlihatkan capaian perencanaan dan penganggaran yang 
bertujuan meningkatkan kesetaraan gender. Sebagaimana diatur dalarn 
Pcraturan Pcmenntah Nornor 39 Tahun 2006 bahwa proses pemantauan dan 
evaluaai dilaksanakan oleh satuan kerja (aatkerj Kementerian/Lembaga 
(K/L), Saluan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinei (untuk dana 
Dekonsenttaai dan Tugas Pemantuan) serta Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) Kabupa.ten/Kota (Togas Pembantuan). Selain itu Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendahan dan Evaluear Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
yang pelaksa.naannya dijelaskan melalui Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 
Bab IX menjelaskan tentang tatacara pengendalian atau pemantauan dan 
evaluasi pembangunan daerah. 

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi merupaka.n hal yang wajib bagr 
seluruh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
Strategi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG 

Agar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan secara 
eresien dan efektif maka digunakan strategi sebagai berikut : 

a. Generik dan fleksibel; Menjadikan panduan ini sebagai panduan yang 
bersifat generik atau umum sehingga kepeda masing-masing SKPD atau 
unit pemerintahan daerah lainnya diberikan kebebasan untuk menyusun 
dan menyeauaikan kembali dengan mempen.imbangkan kondisi dan 
situasi di masing-masing SKPD. 

b. lntemal coordinative and self monitoring and evaluation: Pelaksanaan 
pemant.auan dan evalua.si itu sendin dilaksanakan o\eh masing-masing 
SKPD baik yang berfungsi ecbagai penggerak (driver! maupun sebagai 
penyedia pelayanan (eervice delivery) secara mandiri namun dilakukan 
melalui koontinasi internal antar komponen. 

c. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan obaervasi dan pengamatan 
langsung terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan (direct 
observation) dengan pendekatan sistem (systemic approach) dan 
berorientaai pada tujuan (output based orientation). 

d. Changing based orientation (berorientasi kepeda perubahan) artinya 
kegiatan pemantauan berusaha melihat setiap pcrubahan yang terjadi 
pada setiap proses dengan mencatat dan mengamati setiap indika.tor 
(indikator input, proses, output dan outcomes) pada tahapan pelaksanaan 
PPRG. 

e. Objective and accountable Data dan informasi sebagai hasil pemantauan 
dan evaluasi, didokumentasikan sccara objektif dan dapat dipertanggung 
jawabkan. 

r. Reguler dan berjenjang: pelaksanaan 
pelaporannya dilaksanakan :teCllJ1I. 

Kabupa.ten/Kota. 

pemantauan dan 
berjenjang di 

evaluasi 
Provinsi 



lndikator yang digunakan dalam pcmantauan dan evaluasi ini mcrupakan 
indikator kincrja dari seuap tahapan pclaksanaan PPRG yang 
mcnggambarkan indikator input, proeca, outputdan outcome (hasil). 
Untuk lcbih mcmudahkan dan mcmfokuskan proses pcmantauan, 
pclaksanaan PPRG dibagi kc dalam tahap pcrsiapan, pcrcncanaan, 
pclaksanaan dan tahap mclihat haail dari PPRG tcrsebut. Pada dasarnya 
pclaksanaan PPRG mcrupakan implemcntasi dari atratcgi PUG eecara utuh 
dan komprchcnsif. Karena itu praayarat dilaksanakannya PUG merupakan 
input atau sumberdaya yang dipcrlukan untuk melaksanakan PPRG yang 
harua ada pa.da tahap pcrsiapan. .. ,,,_ ,_ .... ....,.. . -· ........... --· --- • M -- - ... - ,. l-'1:A<l&M'< - .._. ,uc;; ··- • • • ,.., _____ G • ·- ·-- . .. ., ..... 
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B.4.2 PROSEDUR DAN MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI PUG 

Sebelum melakukan kegiatan monitoring ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dan dipahami a.gar kegiatan tereebut dapat dilaksanakan 
secara optimal, yaitu; 
(al. kejelasan ten tang apa yang akan dipantau dan dievaluasi, 

(bl data apa yang akan dikumpulkan, serta \ 



(cl kemampuan tenaga pelaksana pemantauan dan evaluasi. 
Aspek yang akan dipantau dalam pelaksanaan PPRG dilihat dari aspek, 
input, proses, output dan outcomes yang diamati pada setiap tahapan, mulai 
dari tahap persiapan, pcrencanaan, pelaksanaan dan hasil eeperu dijelaskan 
terdahulu. 

Data yang akan dikumpulkan dalam pclaksanaan pemantauan adalah 
mdikator-indikator yang sesuai dengan ta.hap-tahap teraebut, antara lain: 
- indikator input yang tersedia pada ta.hap persiapan, 
- indikator proses pada ta.hap perencanaan dan penganggaran, 
- indikator output pada tahap pelaksanaan penyuaunan PPRG dan 
- indikator outcomes pada ta.hap pelaksanaan PPRG. 
Tenaga pelaksana pemantauan dan evaluasi adalah tenaga pada unit yang 
ditunjuk sesuai struktur pemerinta.han di daerah. 
Pelaksana pemantauan dan evaluasi hendaknya memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut: 
a. Memahami konsep PUG dan aplikasi PPRG; 
b. Terampil membuat alat pemantauan berdasa.rkan pertanyaan- pertanyaan 

pokok (guide questions) dan daftar penanyaan penting; 
c. Terampil melakukan pengumpulan data, termasuk data terpilah; 
d. Terampil dalain memilih kerangka penilaian atau cvaluasi yang tepat dan 

mampu melakukan analisia (deakriptif): 
e. Terampil dalam membuat laporan untuk memenuhi pennintaan pernaka.i 

atau pengguna informasi/ hasil pemantauan 
A. Proscs Pemantauan dan Evu.luasi 
Dasar dari pcmantauan aecara umum mel.tputi 3 (tigaJ ta.hap, yaitu · 
(I) Menetapkan standar pelaksanaan, yaitu kerangka atau aturan main 
dalam melakukan yang disiapkan pada tahap persiapan; 
(2) Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi; dan 

(3) Tahap akhir yaitu tahap menyiapkan dan mclihat basil pemantauan dan 
evaluasi. Tahap ini difokuskan untuk melihat kcs.enjangan (deviasi) antara 
pelaksanaan dcngan standar dan rencana. 
B. Fungsi Pemantauan dan Evaluasi 

Ada bcbcrapa fungsi dari pcmantauan. Pemantauan itekurangkurangnya 
mcmpunya empat fungsi, yaitu: 
a. Kctaatan {compliance). Pemantauan mencntukan apakah tindakan 
administrator, staf, dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan program 
mengikuti standar dan proacdur yang tclah ditetapkan. Dalam konteks PPRG, 
pet1anyaannya adalah apakah pelaksana yang menyusun dan 
melaksanakan PPRG di fembaganya sudah melaksanakan sesuai ketentuan 
arau standar yang berlaku. 

b. Pemeriksaan (auditing). Pemantauan mcnctapkan apaka.h sumberdaya 
dan layanan yang dilakukan mencapa.i Basaran. Dalam lconteks pelalc.sanaan t 



PPRG, pertanyaannya adalah; apakah penyusunan PPRG sudah 
menghasilkan ARG. 

c. laporan (accounting). Pemantauan menghasilkan infonnasi yang 
membantu "menghitung" atau mengidentifikasi hasil perubahan sosial atau 
perilaku masyarakat sebagai akibe.t dari implementasi suatu kebijakan 
sesudah periode waktu tcrtentu. Dalam kontek PPRG, perUJnyaannya ado/ah 
apakah lopornn pemanrauan sudah memuat informasi tentang adanya 
perubahan pemahaman alau keterampilan dari senwa tenaga atau SDM yang 
terkait dengan penyuswian PPRG. 

d. Penjelasan {explanation). Pemantauan menghasilkan informasi yang 
membantu menjelaskan "apa• dan "baga.imana" akiba.t dari adanya 
perubahan atau penyimpa.ngan dan "mengapa• ant.ara perencanaan dan 
pelaksanaannya tidak seeuai. Dalam konteks PPRG, pemantauan akan 
menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan apa akibat dari 
penyimpangon atau adanya perbedaan antara perencanaan dengan 
pelaksanaan PPRG. 

Fungsi pemantauan pada tahap ini akan menjadi masukan pada tahap 
evaluasi karena eva1uasi merupakan proses yang tidak bisa dipisahkan dan 
kegiatan pemantauan. Evaluasi berfungsi mengukur kemajuan, melihat 
sejauh mana penyimpangan terjadi, serta merupa]can alat perba.ikan dan alat 
untuk memberikan rekomendaei bagi perencanaan pada siklus berikumya. 

MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Oi ;w&.llltalinl�,...._, .. hlluli 

.......................•........•...•..•....••..•.............................................. . . . 

8..f.HJ 
\-\ALI l01� 

a. Waktu pelaksanaan pemantauan secara berkala per semester atau 
setiap enam bulan (Januari dan Juli) dan seeara tidak langsung dapat 
juga dilakukan selama proses pelaksanaan PPRG. t 



Pemantauan dan eva1uasi di tingkat SKPD/Unit kerja lainnya 
dilakukan pada minggu pcrtama bulan Januari dan Juli. 
Pemantauan tingkat Kabupatcn/Kota dan tingkat Provinsi dilakukan 
pada minggu kc tiga bulan Januari dan Juli. 
Pemantauan dan cvaluasi yang dilakukan pada bulan Januari 
difokuskan untuk melihat pclaksanaan PPRG pada tahun JaJu atau 
tahun sebelumnya scdangkan pemantauan dan evaluasi yang 
dilaksanakan pada bulan Juli di fokuakan untuk melihat preeee 
pclaksa.naan PPRG tahun berjalan. 

b. Menentukan tim pclaksana pcmantauan dan cvaluasi PPRG di unit 
tcrkait. Tim pelaksana adalah perencana SKPD, Bappeda dan atau 
Badan Pengelola Keuangan Daerah atau lembaga eejenis baik di 
Kab/Kota maupun di provinsi. 

c. Tim pemantauan dan eva1uasi melakukan hal-hal eebagai berikut. 

• Menetapkan objek pemantauan dan eva1uasi yaitu pejabet yang 
tcrkait dengan pelaksanaan PPRO. 
• Menyiapkan dokumen-dokumen serta instrumen yang dibutuhkan 

d. Metode yang digunakan dapat berupa observasi langsung, 
angket/pengisian ronnulir dan wawancara kepada pejabe.t yang tcrkait 
dengan pelaksanaan PPRG dan dapat dilakukan juga melalui Focus 
Grup Discussion (FOO) (diskusi terarah). 

e. lnetrumen yang digune.kan adalah fonnulir pemantauan dan evaluasi 
yang diaediakan (tingkat SKPD, Bappeda Kabupaten/Kota dan 
Provinsi). 

f. Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi. 
Mekamame pe\aksanaan pemantauan dan evaluaer dapat dilihat pada 
diagram 4. 

Pelaksanaan pemantauan dan eva1uasi penyueunan PPRG di daerah 
terdiri dari 2 (dua) tahap/ langkah, yaitu: 

Tahap pertama: 
Pemantauan dan evaluasi dilakukan di tingkat SKPD yang dimulai 
dengan penyiapan tim pemantauan dan evaluasi o\eh kepala SKPD. 
Tim menyusun inst:rumen pemantauan dan evaluasi berdasarkan 
panduan ini eerta melaksanalum kegiatan pemantauan dan evaluasi. 
Haeil pemantauan dan evalua.si dikirimkan oleh Tim kepada kepala 
SKPD dan diteruskan kepada Bupati cq. Kepa.la Bappeda setempat. 

Tahap kedua: 
Pemantauan dan evaluasi dilalcukan oleh Bappeda se\aku Ketua 
POKJA PUG (Pennendagri Nomor 67 Tahun 2011). Kepala Bappeda 
membentuk tim pemantauan dan evaluasi atau dapat menggunakan 
tim teknis anggarao. 
Tim pemantauan mempelajari dan merangkum se\uruh laporao hasil 
pemantauan dan evaluasi yang telah dikirimkan oleh SKPD dengan 
menggunakan inetrumen berdasarkan panduan ini. Bila diperlukan 
tim dapat melakukan kunjungan ke SKPD/ kelompok sasaran atau 
melakukan diskusi terarah bersama SKPD/ kelompok sasaran untuk l 



• 

memwnikan dan melakukan verifikasi dari basil pemantauan dan 
evaluasi yang akan dikirimkan kepada Bupati. 
Tlm pcmantauan dan evaluaai yang dibentuk Kepala Bappcda 
bertanggung jawsb mengirimkan um pan balik kepada SKPD dan unit 
kerja Jain. 

E. Pelaporan 

Pelaporan haerl pcmantauan dan evaluasi dilaksanakan aecara 
berjenjang di Kabupaten. Laporan basil pemantauan dan evaluasi 
PPRG masing·masing SKPO dikirimkan kepada Bupati melahn 
Bappeda daerah. Selanjutnya Bappeda daerah merangkum Japoran 
dari SKPO dan mengirimkan ke Oubemur melalui Bappeda Provinsi 
atas nama Bupati. Selanjutnya Bappeda Provinsi mengirimkan kepada 
Bappenas, Kcmcnkcu, Kemcndagri, KPP dan PA. 

Laporan basil pemantauan dan cvaluasi disusun sccara ringkas yang 
mcncakup hal-hal benkut: 
a. Penga.ntar. 

Bagian ini mcmuat pengantar penyampaian laporan hasil 
pemantauan dan evaluasi olch pimpinan unit kcrja yang 
mclaksanakan pemantauan dan evaluasi. 

b. Ringkasan ck&ekutif. 
Bagian ini mcmuat rangkuman kegi.atan dan hasil pclakaanaan 
pcmantauan dan evaluasi accara keeeluruhan. 

c. Pelaksanaan pcmantauan dan eva1uasi. 
Pada bagian ini d1jclaskan bagaimana kcgiatan pcmantauan dan 
evaluasi dilaksanakan, yang mcncakup antara lain: tim pelaksana, 
proses dan prosedur pclaksanaan, mctodc yang digunakan dan 
Jadwal pclaksanaan kcgiatan. 

d. Lingkup kcgiatan. 
Mcnjcla.skan lingkup kcgiatan pcmantauan yang tclah 
diselengga.rakan, tennasuk siapa sasa.rannya. 

c. Hasil pemantauan dan cvaluasi (analisis dan penilaian]: 
Bagian ini mcnggambarkan basil kajian atau analisis dan penilaian 
terhadap hasil pcmantauan yang sudah dilakukan. Sedangkan hasil 
evaJuasi yang dilaporkan mcncakup aspck·aspck berikut: 

Pencapaian indikator kincrja setiap tahapan pclaksanaan PPRO. 

Proses pclaksanaan/aktivitas pcnyusunan PPRG (tennasuk 
kcndaJa dan masalah yang muncul selama pclaksanaan). 
Pelaksanaan PPRO dalaJn bentuk reaJisasi kcgiatan sesuai GBS. 

Kctidak-seauaian tahapan pclaksanaan PPRO serta pcnycba.bnya 
Kesimpulan pcnilaian 

f. Rckomcndasi Bcrdasarkan haail evaJuaai teracbut kcmudian disusun 
rekomcndasi yang pcrlu mendapat perhatian atau tindak lanjut ba.ik 
olch kcpala SKPD, Bupati/Walikota dan Gubemur maupun in1tan11 
pusat (Bappenas, Kcmcnkcu, Kcmcndagri dan KPP dan PA). 

g. Lampiran: daftaT Ieian (fonnulirj yang digunakan dll. I 
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PETIJNJUK PENGISJAN FORMULIR 

Pctunjuk umum: 

l. Pcngisian formulir dilakukan secara berjenjang mulai dari SKPD dan 
tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota). 
2. Data dan informasi peda ronnulir yang diisi o\eh Bappeda merupakan 
kompilasi dari data dan informasi pada fonnulir SKPD (scluruh SKPD yang 
ada di provinsi at.au kabupaten/ kota kccuali data dan informasi tentang input 

3. Formuir Pl digunakan untuk pcmantauan tingkat SKPD, !onnulir P2 
untuk Pcmerintah Daerah yang diisi oleh Bappeda sctempat. 
4. Formulir El digunakan untuk evaluasi tingkat SKPD, !onnulir £2 untuk 
level pcmerintah Oaerah yang diisi oleh Bappeda setempat. 
5. Jawaban yang membutuhkan narasi dituliskan pada kolom ketcrangan pada aisi sesuai no pcrtanyaan 
Pctunjuk teknis: 

A. Formulir Pemantauan 

I. Pertanya.an yang berka.itan dcngan lndikator input. 
I. SOM yang mampu melakukan PUG dilihat dari kemampuan melakukan 
analisis gender dan mcngintegrasikan isu gender dalam pcrcncans.an dan 
penganggaran (mampu melakukan penyusunan PPRG dengan benar] 
2. Dana untuk PUC mi:salnya pertemuan Pokja, pembuatan Laporan dll) 
I. Penanyaan yang berkaitan denga.n indikator proses. 
Renstra dan RKA. (untuk formulir P2 judulnya RPJMD dan RKAJ 
I. Program/kegiatan atau output yang mengandung iau gender dalam 
RPJMD dan Renstra SKPD ya!tu bila terdapat keaenjangan antara Jaki-laki 
dan perempuan dalam hal Akaes, Peran, Kontrol dan Manfaat terkait dengan 
program dan at.au kegiatan tersebut. 

2. Kegiatan yang mengandung isu gender yang sudah disepakati untuk 
diausun AROnya dilihat dari kegiatan-kegia.tan prioritas yang ada dalam RKA 
dan telah ditetapkan olch masing-maaing SKPD untuk diausun ARO nya. 
Pertanyaan ten tang data terpilah. proses analisis OAP dan hasil analisis GAP: 
cukup jelas. 

2. Pertanyaan yang berkaitan dengan indikator output. 
OBS. 

1. Tim verifikaai atau tim pendampingan adalah tim atau unit yang 
ditetapkan berdasarkan Peraturan yang berlaku. 

KAK: penanyaan ten tang KAK cukup jela.a. 
3. Pertanyaan yang berkaitan dengan ind1kator outcomes. 

Pertanyaan ten tang Sat.ker/SKPD yang menyusun PPRG: cukup jelaa 
Hasil penelaahan : 
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I. Pertanyaan no I: Seliap usulan kegiatan yang disusun AROnya ditelaah 
oleh tim penelaah seauai Ketentuan atau Peraturan yang berlaku. Tim 
pcnelaah akan memberikan umpan batik (tangg.a.pan) kepada SKPD tentang usu Ian kegiatan yang diausun AROnya. 
2. Pertanyaan berikutnya cukupjelas . 

Kegiatan dengan outpat/suboutput atau lcomponen yang ada GBS tercantum 
dalamDPA. 

l. Pertanyaan no 1 dapat dtjawab dengan melihat DPA tahun berjalan. 
Apakah kegiatan dan angg.a.ran daJam OBS yang disusun tahun &ebelumnya 
tercantum dalam DPA tahun berjalan. Bise. 100% aeperti yang diusulkan dan 
biaa \ebih kecil ateu bahkan tidak ada dalam DPA. 

Anggaran untuk menoopai output/suboutput atau komponen yang tersedia 
dalam RKA sesua1 atau sama dengan yang tercantum dalam DP/I.. (FormuUr 
P2 yang dii.si oleh Bappeda) 

I. Pertanyaan no 4: dii11i dengan jumJah total dana seluruh satker /SKPD di 
daerah yang menyuaun ARO. Misalnya di Kabupaten A terdapat 15 satker/ 
SKPD tetapi hanya 10 satker/SKPD yang rnenyuaun ARO pada tahun itu. 
Makajumlah total dana dari se.tkeryang mcnyuaun ARO adalahjumlah total 
dana DPA dari 10 satker/SKPD saja. 
2. Pertanyaan no 5: diisi denganjumlah total dana yang reaponsif gender dari 
satker-satkcr/SKPD yang menyuaun ARO atau hanya dana yang ada 
OBSnya, 

3. Pertanyaan no 6 diiai dengan total dana DPA untuk pcmda yang 
beraangkutan .. 

Realisa.si anggarun dan kegiatan yang ad.a OBS nya 

I. Pertanyaan no 1: cukup jelaa. 

2. Pertanyaan no 2 diiai dengan jumlah dana pada pcrtanyaan no 5 diataa 
yang audah direalisaaikan pada waktu dilakukan pemantauan. 
3. Pertanyaan no 3 diiai dengan realiaasi kegiatan yang responsif gender yaitu 
kegiatan-kegiatan yang dicantumkan dalam OBS. 
4. Pertanyaan no 4;cukupjelas. 

5. Pertanyaan no 5 ini diiai dengan me!ihat ca.paian indikator output dan 
outcome dari kegratan pada aaat dilakukan pcmantauan dibandingkan 
dengan target indikator output dan outcome yang tertulia di OBS . 
6. Pcrtanyaan no 6: cukup jelaa. 

B. Fonnulir Evaluasi 

Petunjuk Umum 

I. Sumber data dan informaai untuk cvaluasi adalah basil pemantauan yang 
tergambar dari data dan infonnasi yang tertulis dalam fonnulir pcmantauan 
eeuap ting)<atan a<au d,ngan molakukan wawancam dengan pejabat terkan. 

[ 
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2. Formulir pemantauan harus terisi lengkap karena merupakan sumber data dan informasi untuk evaluasi. 

Petunjuk teknis 

I. Formulir yang berkaitan dengan Input 
I. Pertanyaan no l: diisi dengan menghitung proporai dari 7 prasya.rat PUG 
yang sudah ada pada SKPD atau Pemerintah Daerah. 

2. Penanyaan no 4: dilihat dari jumlah perencana yang sudah rnengikuti 
sosialisasi/ workshop atau pelatihan tentang PPRG dibandingk.an dengan 
jumlah semua perencana di unit kerja pada SKPD. 

3. Pertanyaan tentang kendala dan masalah. Dilihat dari jumlah 
kendala/masalah berkai.tan dengan aspek input yang dapatdiselesaikan saat 
pemantauan dan evalua151 dilakukan dibandingkan dengan jumlah kendala/masalah yang dihadapi. 

II. Formulir yang berkaitan dengan proses 

1. Pertanyaan 1, 2, 3 dan 4 dapat diisi bila formulir pemantauan terkait a.spek 
proaes terisi aecara lengkap. 

2. Pertanyaan no 5 dilihat dari jumlah kendala/masalah berkaitan dengan 
aspek proses yang dapat dise!esa.ikan pada saat pemantauan dan evaluasi 
dilakukan dtbandingkan dengan jumlah kendala/masalah yang dihadapi. 

Ill. Fonnulir yang berkaitan dengan output 
I. Pcrtanyaan no I dihitung dari data dan informaai yang d1isi pada fonnulir 
pemantauan ten tang aspek output. 

2. Pcrtanyaan no 2,3 dan 4 dilihatdari penelaahan dokumen·dokumen untuk 
menyusun ARO seperti hasil analisis gender, OBS dan KAK {TOR). Apakah 
aspek·aspek yang ditulis dalam OBS dan KAK seauai dengan haarl analisis 
gender. 

3. Pertanyaan no 5: sama dengan pertanyaan no 5 pada aapek proses. 

IV. Formulir yang berkaitan dengan outcomes 

Perta.nye.an yang berkaitan dengan outcomes dapat diiai bila formulir 
pemantauan terutama input dan proeea dan output terisi dengan lengkap 
le.arena sumbemya dari komponen teniebut 

\ 
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VJ. PENUTUP 

Pengintegrasian isu gender ke dalam dokumen perencanaan dan 
penganggaran ditandai dengan analisis gender, penyusunan OBS dan 
eplikaai GAP, OBS dalarn TOR/KAK dan RKA/DPA Perangkat Daerah. 
Harus dipahami bahwa PPRO tidak hanya difokuskan pada tahap 
penyuaunan reneana program, kegiatan, dan anggaran, namun 
merupakan proses penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
pelaksa.naan, pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang 
wajib mengakomodasi kebutuhan laki-Jald dan perempuan. 
Penyusunan PPRO dapat diawali dengan metode gender analisis pathway 
(GAP) atau dengan metode lain, menyusun OBS, menerapkan haBil OAP 
dan OBS ke dalam TOR/KAK dan RKA/DPA OPO. Faktor penting 
penyusunan PPRG adalah ketersedian data terpilah dan isu-isu gender. 
Pedoman ini disuaun dengan tujuan mempermudah dan membantu para 
perence.na SKPD agar tidak mengalami keaulitan dalam menyuaun 
rencana kerja dan anggaran yang reapona.if gender dengan pendekata.n 
manajemen berbasia kinerja. 

Pedoman ini diharapkan mempertimbangkan perspektif akuntabilitas 
kinerjanya dan perlu diintegrasikan ke dalam laporan 
pertanggungjawaban Bupati. Oleh karena itu dalam laporannya perlu 
dilengkapi dengan capaian kinerja yang menunjukan adanya manfaat 
secara adil bagi laki-Ialu dan perempuan. 
Akhir kata, semoga Allah SWT scnantiasa memberikan petunjuk dan 
hidayah-Nya atas .egala rence.na dan upaya menjalankan tugas 
keseharian kita, dan dalam mewujudkan kinerja yang lebih tepal sass.ran 
scrta bennanfaat bagi kelompok laki-laki dan perempuan dalam upaya 
mewujudkan keadilan dan keeetaraan gender dalam pembangunan daerah. 

BUPATI PINRANG, 
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